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ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji sistem penguasaan dan
kepemilikan tanah, utamanya mulai era Nabi saw hingga era
para khalifah (al-khulafa’ al-rasyidun), serta konsep at-
ta’mim. Dengan menggunakan teori hak milik (theory of
property rights), teori kontinuitas dan perubahan, (theory of
continuity and change) dan teori “ruang kosong” (mintaqah
al-faragh; the discretionary area), kajian ini akan membahas
beberapa permasalahan penting, yaitu: 1) konsep hubungan
hukum antara negara dan tanah serta fitur sistem penguasaan
dan kepemilikan tanah; 2) dinamika penguasaan negara atas
tanah (sumber daya agraria; 3) implikasi otoritas penguasaan
negara atas tanah; 4) konsep kebijakan at-famim dan
formulasi nalar kepentingan umum yang ideal sebagai basis
moral kebijakan publik di bidang agraria.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan
menggunakan perspektif modern hukum Islam, yaitu
pendekatan rasional, etis, dan komparatif. Kajian ini
menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, dalam
perspektif hukum Islam, hubungan hukum antara negara
dengan tanah (sumber daya agraria) mewujud dalam bentuk
hubungan penguasaan dan bukan hubungan kepemilikan.
Adapun fitur konsep penguasaan dan kepemilikan tanah
dalam perspektif hukum Islam bersifat komunalistik-religus
yang penguasaannya ada pada kendali otoritas negara
sebagai representasi dari kepentingan publik dengan
menambahkan bobot dan nilai spiritualitas dan moralitas
agama sebagai pembeda dari sistem kepemilikan paham
sosialisme sekuler. Kedua, dinamika penguasaan tanah oleh
negara dalam hukum Islam bermula pada saat Nabi
Muhammad saw hijrah ke Madinah dan komunitas Muslim
mewujud menjadi sebuah negara dalam suasana wilayah
religio-politik yang plural, yaitu Negara Madinah.
Penguasaan negara atas tanah ini pada umumnya melalui
kegiatan dakwah yang terewejantahkan dalam wujud
ekspansi wilayah dakwah baik melalui jalan damai dengan
perjanjian (b7 as-sulh) maupun melalui misi militeristik
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dengan jalan peperangan (bi/ al-fath). Perluasan cakupan
wilayah dakwah ini pada gilirannya menyisakan implikasi-
implikasi lain di lvar implikasi agama, semisal implikasi
sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang notabene
merupakan fakta yang tidak bisa terelakkan yang harus
dihadapi umat Islam pada saat itu. Ketiga, implikasi logis
dari konsep otoritas penguasaan negara atas tanah ini telah
memposisikan negara sebagai representasi institusi publik
yang memiliki berbagai otoritas terhadap tanah, yang
meliputi: 1) otoritas penguasaan negara atas tanah; 2)
otoritas pelimpahan hak penguasaan negara kepada pihak
lain (tauliyah al-siyasi); 3) otoritas pengelolaan tanah oleh
negara; dan 4) otoritas pembatasan bahkan pencabutan hak
kepemilikan individu atas tanah. Keempat, konsep at-
ta’mim pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari
konsepsi Islam tentang kepemilikan harta yang merupakan
suatu fungsi sosial. Konsepsi ini telah memberi ruang bagi
penguasa atau pemerintah untuk mengisi zona vakum
(mintagah al-faragh) atau kekosongan hukum dengan
membuat suatu paket regulasi berupa kebijakan intervensi
negara atas kepemilikan tanah individu. Intervensi ini bisa
berupa kebijakan  ar-ta’mim atas dasar  prinsip
merealisasikan kepentingan umum. Nalar kepentingan
umum yang dijadikan dasar kebijakan ar-fa’mim harus
dipersepsi dengan formulasi nalar sebagai berikut: 1)
keberlakuan kaidah yang menyatakan bahwa “kepentingan
umum harus lebih diprioritaskan dari pada kepentingan
individu” tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi hanya
berlaku pada fakta bahwa kedua kepentingan tersebut berada
pada kualifikasi derajat yang setara; 2) kepentingan umum
tersebut harus memenuhi dua prinsip dasar, yaitu asas
kebutuhan dan manfaat dan asas kesepakatan dan
kesepahaman; 3) kemaslahatan dapat dijadikan argumentasi
hukum manakala kemaslahatan itu memenuhi beberapa
persyaratan, yaitu: masl/ahah itu harus sejalan dengan tujuan
ditetapkannya hukum Islam, maslahah tersebut harus
berkategori daruriyyah atau hajiyyah yang menempati
kedudukan daruriyyah, khusus terkait kasus tertentu,
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maslahah itu harus beratribut umum dan menyeluruh
(kulliyyah), dan maslahah harus bersifat pasti (gat iyyah);
dan 4) mengingat konsep kepentingan umum itu bersifat
dinamis dan konsensus (7/ma’) merupakan salah satu metode
untuk memperoleh kepentingan umum, maka 7ima’ harus
dipersepsi sebagai konsep yang hidup (/iving ijma’) dan
dinamis yang berorientasi pada masa kini dan masa yang
akan datang, bukan “barang” masa lalu yang sudah selesai.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam telah
meletakkan dasar-dasar pembaruan hukum agraria, dari
sistem kepemilikan tanah pra-Islam yang opresif dan
feudalistik-eksploitatif menuju distribusi kepemilikan tanah
yang adil dan humanis-religius. Untuk menjelaskan gagasan
reforma agraria dalam perspektif hukum Islam, pembahasan
dalam disertasi ini telah membuktikan adanya reformasi
sistem penguasaan dan kepemilikan tanah oleh negara
berdasarkan data historis, khususnya pada awal sejarah
Islam. Pergeseran paradigma dari sistem kepemilikan
monopolistik yang mengarah pada budaya feodalistik pra-
Islam ke sistem kepemilikan Islam yang bersifat
komunalistik-religius di bawah kendali otoritas Nabi
Muhammad saw sebagai kepala negara (waliyyu al-amr) atas
dasar prinsip keadilan, -yang kemudian juga dilanjutkan oleh
para khalifah sesudahnya- bertumpu pada semangat untuk
mewujudkan cita-cita kemaslahatan umum. Meskipun
demikian, terdapat dua poin penting yang perlu
digarisbawahi. Pertama, fakta bahwa adanya pluralitas
pandangan hukum di kalangan para ulama dalam
mempersepsi konsep penguasaan tanah di era Nabi saw dan
para khalifah sesudahnya semakin menguatkan akan
heterogenitas sejarah tanah, dan sejarah agraria itu sendiri,
yang tidak dapat direduksi, boleh jadi karena tumpang-
tindihnya formasi sosial yang terjadi pada tanah tersebut,
sebagaimana terefleksikan dalam pepatah tradisional
Keagrariaan Islam yang menyatakan bahwa: “Tanah itu
berbeda (statusnya, sejarahnya) dari satu jengkal tanah ke
jengkal lainnya” (al-ard bitifriqi °ala syibr; land difters from
one foot of ground to the next). Kedua, bahwa terdapat
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proses gerak (continuity) dan proses perubahan (change)
dalam beberapa konsep hukum Keagrariaan Islam. Istilah-
istilah hukum seperti igta’;, hima, dan juga kharaj,
merupakan beberapa istilah yang memiliki asosiasi-asosiasi
konotatif dan produk linguistik budaya dan doktrin sosial era
sebelum Islam. Ini sekaligus menguatkan tesis Ira M.
Lapidus yang menyatakan bahwa masyarakat Islam Timur
Tengah dibangun dari institusi yang telah mapan
sebelumnya dengan sebuah corak dan identitas kultur Islami.
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ABSTRACT

This dissertation studies land tenure system, in particular
from Prophet Muhammad pbuh era to the four caliphs (al-
khulafa™ al-rasyidun), and at-ta 'mim concept. Using theory
of property rights, theory of continuity and change, and
theory of vacuum zone (mintaqah al-faragh), the research
discusses several important issues, namely: 1) the concept of
legal relationship between the state and land also the feature
of land ownership; 2) the dynamics of the state’s control over
land (agrarian resources); 3) the implication of the state’s
control over land; 4) the concept of ar-tamim policy and the
reasonable formula of ideal public good as the agrarian
public concern moral base.

This literature study employed modern Islamic law
perspective, viz. rational, ethical, and comparative
approaches and discovered several essential points. First,
legal relationship between the state and land (agrarian
resources) in Islamic law perspective manifests as
controlling and not as ownership relationship while the
concept of land tenure features is communalistic-religious in
nature where the state keeps the control to represent public
concern by enriching the value of spiritualism and religious
moral that make them different from secular socialism
ownership system. Second, the state’s control of land in
Islamic law began as the prophet Muhammad pbuh moved to
Madinah and Muslim community transformed into nation in
a plural religious-politic atmosphere. The control was
inserted during religious address activities either in peace
treaty (b7 as-sulh) or in military conquer (b7 al-fath). The
activities, however, left inevitable excesses of social,
politics, economy, and culture at that time. Third, the logical
implication of state-control of land concept had put the
nation a public institution representation that had land
authorities, including 1) state-control over land authority; 2)
taking over to other party authority (fauliyah al-siyasi); 3)
state land management authority; and 4) limiting, even
withdrawing, individual ownership. Fourth, at-ta’mim
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concept is basically a logical consequence of a concept in
Islam which says wealth possession has social function. It
gave the ruler a room to fill the vacuum zone (mintagah al-
faragh) or a vacant of law and issued a state intervening
policy on individual land ownership. The intervention could
be at-ta’mim policy on putting public interest in action.
Being the basis of at-ta’mim policy, the public concern must
have the following formula: 1) the principle’s statement
“public concern must be above any individual interest” is not
absolute. The statement applies only when both interests are
of equal qualification; 2) the public concerns must meet two
basic principles: on the need and benefit basis and on
understanding and agreement principle; 3) benefits
(maslahah) can be used a legal argument when it meets the
following requirements: it is in line with establishing Islamic
law; it is categorized as daruriyyah — related to particular
case — or daruriyyah-sense hajiyyah; it addresses everyone
and comprehensive (kulliyyah) in nature; and it must be
certain (gat iyyah); and 4) since public concern concept is
dynamic and consensus (7jma’) is one method to reach
public concern, ijma’ must be believed a living concept
(living #jma’) and dynamic with present and future
orientation, not old-fashioned.

The study proves that Islam has put the basic of agrarian
law reform, from oppressive and feudal-exploitative pre-
Islam ownership system to fair and human-religious one. To
elaborate the agrarian reform in Islamic law perception, the
dissertation presents historical data on state-owned land
system, in particular in the early history of Islam. The
shifting paradigm from monopolistic system prone to pre-
Islam feudal to communal-religious ownership system of
Islam under the control of prophet Muhammad as head of
state (waliyyu al-amr) on fairness principle basis and
followed by his successors was based on the spirit of
reaching public good. There are two points should be
noticed. First, the fact of different views on land tenure
during the prophet era and his successors among Muslim
clerics confirms the unreduceable heterogeneity of land
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history, and agrarian too. This is possibly due to a social
formation overlap of land as it is in a proverb “Land differs
from one foot of ground to the next” (al-ard bitifiigi ‘ala
syibr). Second, there are continuity and change processes in
some Islamic agrarian concepts. Terms of law such as igta’,
hima, and kharaj are connotative and linguistic products and
social doctrine before Islam. It also confirms the thesis from
Ira M. Lapidus who stated that the Middle Eastern Islamic
societies were built on the institution of ancient institutions
with an Islamic cultural style and identity.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan pada
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan
Nomor: 0543 b/U/1987 pada 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Keterangan
Latin
| Alif & Tidak
dilambangkan
- Ba’ Bb Be
o T Tt Te
. Sa’ , s dengan satu titik
< S .
di atas
c Jim 1] Je
Ha’ h dengan satu titik
C th di bawah
2 Khy Kh kh Ka dan Ha
> D& Dd De
: 73 : iti
3 al 75 z denga_n satu titik
di atas
D) Ra’ Rr Er
J Za Zz Zet
o Sin Ss Es
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Syin

A Sy sy Es dan Ye
Sad S s Es dengan satu titik
- S di bawah
. Dad De dengan satu
< Dd titik di bawah
5 Ta’ Tt Te dengan satu titik
di bawah
5 73’ 72 th_dquan satu
) titik di bawah
in oma terbalik di
‘Al ) K balik di
e atas
i Gain Gg Ge
o ra Ff Ef
. af .
3 Qa Qq Qi
4 Kat K k Ka
J Loy LI El
. i M m Em
O Nop NN En
» Ha’ Hh Ha
P Wawu W w We
3 Hamzah ’ Apostrof
S Ya' Yy Ye
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B. Konsonan Rangkap

Tulisan Dibaca
NP haddasa
12 g0 Muwatta’
C. Vokal
1. Vokal Pendek
Tulisan Dibaca
& u
o i
Vokal Panjang
Tulisan Dibaca
J& qala
J}:J yvaqitlu
s qila
2. Vokal Rangkap
Tulisan Dibaca
%Y kaifa
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-
o -

Js=

haula

D. Ta’Marbitah di Akhir Kata

1. Ta’ marbitah (5) yang dibaca mati (sukan) ditulis h,

kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi
bahasa Indonesia seperti salat, zakat, bidah dan

lainnya.
Tulisan Dibaca
8¢l 3 qird’ah
s kitabah

2. Ta’ marbiitah yang diikuti kata sandang al (6 J) jika

dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis h.

Tulisan Dibaca
Cgdd | LS kitabah al-hadis
S sl 3 qgirda’ah al-kutub
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E. Kata Sandang Alif dan Lam (J')

1. Kata sandang alif dan lam (J') diikuti huruf

syamsiyyah

dengan
dipisahkan tanda (-).

menggandakannya  dan

Tulisan

Dibaca

o\

at-tarajum

|

as-Saraqusti

2. Kata sandang alif dan /am (J)) diikuti huruf

gamariyyah ditulis al dengan dipisahkan tanda (-)
dengan huruf berikutnya.

Tulisan Dibaca
(I }_U al-Muwatta’
ALY al-Andalus

F. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Tulisan Dibaca
JJ-U% slade ulama’ al-Andalus
12 ohl g Tafsir Gharib al-Muwatta’
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G. Kata Serapan dari Bahasa Arab
Kata serapan dari yang digunakan berasal dari Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti Alquran, hadis,
bidah, haji, fakih, hakim dan lainnya. Kata asli dalam
bahasa Arab masih digunakan untuk menjelaskan istilah
teknis atau gelar seperti al-fagih, al-hakim, muhaddisin
dan lainnya pada awal penjelasan.

XXX



KATA PENGANTAR

Seiring dengan berseminya bunga kebahagiaan di hati, tiada
yang lebih tepat untuk mewakili bahasa nurani, selain hanya puji
syukur kehadirat llahi, atas bimbingan-Nya selama ini, untuk
meniti jalan panjang kehidupan, melewati hamparan padang ujian,
dan jurang-jurang romantika kehidupan. Untaian shalawat dan
rajutan salam sudah sepatutnya diberikan kepada sang Nabi,
penjelas kalam llahi, pemilik hati nan suci, Muhammad saw., putra
Abdullah, buah hati Aminah. Disertasi dengan judul “Penguasaan,
Pemilikan dan Konsep at-Ta’mim: Diskursus Agraria dalam
Perspektif Modern Hukum Islam” ini diajukan guna memenuhi
sebagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam IImu
Agama Islam. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang
ada, disertasi ini dapat diselesaikan dengan melewati beberapa
tahapan ujian dan revisi.

Disertasi ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bantuan,
bimbingan dan arahan dari semua pihak. Selanjutnya, atas nama
"ketulusan", penulis menyadari bahwa draf awal disertasi ini
menjadi mungkin untuk diselesaikan berkat bantuan dari berbagai
pihak, baik moril maupun materiil. Oleh karenanya, dalam
kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-
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pegawai administrasi yang telah memberikan pelayanan yang
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penulisan disertasi ini
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arahan dan bimbingan yang sangat berharga di sela-sela
kesibukan beliau berdua yang sangat padat, namun tetap sudi
membaca dan memberikan masukan konstruktif untuk
perbaikan penulisan disertasi ini dari waktu ke waktu. Mereka
berdua selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga
penulis berkesematan untuk melakukan ziarah intelektual
spiritual di negeri Kinanah, negeri seribu menara Mesir.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguasaan tanah dalam sejarah umat manusia berlangsung
melalui proses yang dinamis dan berporos pada dinamika
konsep hak milik dan hukum kepemilikan.! Perkembangan
konsep hak milik (property rights) dan hukum kepemilikan
(property law) telah menjadi diskursus yang menarik dan
berkait berkelindan dengan kajian hukum, sosial, politik dan
ekonomi.? Para sarjana menyatakan bahwa properti dan
kepemilikan merupakan komponen konseptual yang penting
dari sistem hukum dan sistem ekonomi.® Keduanya memainkan

1 FAO, Land Tenure Studies 3: Land Tenure and Rural Development
(FAO, 2012). Lihat juga Richard Ameyaw Ampadu, “Finding the Middle
Ground: Land Tenure Reform and Customary Claims Negotiability in Rural
Ghana,” Disertasi (International Institute of Social Studies [11SS], 2013), 7-9;
Uwacu Alban Singirankabo dan Maurits Willem Ertsen, “Relations between
Land Tenure Security and Agricultural Productivity: Exploring the Effect of
Land Registration,” Land 9, no. 5 (2020): 2-3; Olivier De Schutter, “The Role
of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions,”
CRIDHO Working Paper 1 (2015), 3-5.

2 Sheila R. Foster dan Daniel Bonilla, “The Social Function of Property:
A Comparative Law Perspective,” FORDHAM LAW REVIEW 80 (2011):
101-113; Nestor M. Davidson, “Property and Relative Status,” Michigan Law
Review 107, no, 5 (March, 2009): 759-772; Amnon Lehavi, The Construction
of Property: Norms, Institutions, Challenges (New York: Cambridge
University Press, 2013); Ekaterina Pravilova, A Public Empire: Property and
the Quest for the Common Good in Imperial Russia (UK: Princeton
University Press, 2014), 19, 71-77.

% Richard A. Epstein, “Possession as The Root of Title,” dalam Liberty,
Property, and the Law: A Collection of Essays, ed. Richard A. Epstein, New
York & London: Garland Publishing, Inc., 2000, 175. Lihat juga Theo R. G.
van Banning, The Human Right to Property (Groningen-Oxford: Intersentia-
Hart, 2001), 371; Bahaa Ali el-Dean, Privatization and the Creation of A
Market-Based Legal System: The Case of Egypt (Leiden-Boston: Brill, 2002),
9; Tracy C. Miller, “The Role of Property Rights in Economic Development
that Benefits the Poor,” Paper dipresentasikan di Baylor University- 10/24/08,
3-4; Christian Bjgrnskov dan Martin Paldam, “The Spirits of Capitalism and
Socialism A Cross-Country Study of Ideology,” Economics Working Paper
2009-18, 2; Svetozar Pejovich, The Economics of Property Rights: Towards a

1


https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&biw=1366&bih=657&tbm=bks&sxsrf=ALeKk02xw6SREiZUMaF42abFUStO3WNNBA:1597679198315&tbm=bks&q=inauthor:%22Theo+R.+G.+van+Banning%22&ved=2ahUKEwiqjtLoyqLrAhUbWCsKHXnCA2EQ9AgwAnoECAAQBQ
https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&biw=1366&bih=657&tbm=bks&sxsrf=ALeKk02xw6SREiZUMaF42abFUStO3WNNBA:1597679198315&tbm=bks&q=inauthor:%22Theo+R.+G.+van+Banning%22&ved=2ahUKEwiqjtLoyqLrAhUbWCsKHXnCA2EQ9AgwAnoECAAQBQ

peran sentral dalam struktur dan fungsi sistem ekonomi apa pun,
baik sosialis maupun kapitalis.*

Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah dua sistem
yang saling bersaing dan mendominasi dunia, baik pada masa
lalu maupun masa kini.> Menurut pengamatan Marian Zalesco
atas ekonomi global dari perspektif sejarah dan juga perspektif
hari ini, ia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.
Mereka ditentukan oleh sistem ekonomi yang ada di wilayah
geografis tertentu. Dalam catatan sejarah sejauh ini,
perekonomian telah bertindak dalam lima bentuknya, yaitu:
dalam komunitas primal (a primal community), perbudakan
(slavery), feodalisme (feudalism), kapitalisme (capitalism) dan
sosialisme (socialism).®

Theory of Comparative Systems (Boston-London: Kluwer Academic
Publishers, 2007), 27-29; Paul, Q, Hirst, Law, Socialism and Democracy
(New York: Routledge, 2010), 8-10.

4 Hayatullah Laduddin, “Property and Ownership Right from an Islamic
Perspective,” Advances in Natural and Applied Sciences 6, no. 7 (2012):
1125-1129.

5 Lihat Stephan Eisel, Between Ideologis: the Social Market Economy,
Januari 2012, diakses 6 September 2018,
http://www.kas.de/wf/doc/kas_31897-1522-11-30.pdf?120904143031;
Bernard Chavance, “The Historical Conflict of Socialism and Capitalism, and
The Post-Socialist Transformation,” UNCTAD X, High-level Round Table on
Trade and Development: Directions for the Twenty-first Century, Bangkok,
12 February (2000), 1-2; Robert L. Bradley JR dan Roger Donway,
“Capitalism, Socialism, and ‘The Middle Way’: A Taxonomy,” The
Independent Review 15, no. 1 (2010): 71-76.

& Charles F. Andrain, Comparative Political Systems: Policy Performance
and Social Change (New York-London: M.E. Sharpe, Inc., 1994), 3;
Chavance, “The Historical Conflict,” 1-3; Satyananda J. Gabriel,
“Comparative Economic System,” dalam 21st Century Economics: A
Reference Handbook, ed. Rhona C Free, Los Angles, Singapore, London:
Sage Publications, Inc., 2010, 442; K. Aiginger, M. Landesmann,
“Competitive Economic Performance: USA versus EU,” WIIW Research
Reports no. 2 (November 2002), 10-11; Clement A. Tisdell, Competition,
Diversity, and Economic Performance: Processes, Complexities, and
Ecological Similarities (Cheltenham-UK & Northampton-USA: Edward
Elgar Publishing, Inc., 2013), 70-73; Marian Zalesco, “Capitalism Vs.
Socialism- An Attemp to Analyse the Competitiveness of Economic System,”
Ekonomia | Prawo: Economics and Law 14, no. 1 (2015): 62.
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Yang pertama (sistem ekonomi kapitalis) mendukung dan
memperkenalkan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi
ke level tertinggi. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang
mengadvokasi kebebasan hak kepemilikan individu yang tidak
dibatasi (al-kurriyah al-fardiyyah),” menyebabkan konsentrasi
kekayaan hanya beredar di tangan segelintir orang dan monopoli
pasar oleh kelompok yang kuat secara finansial. Sistem ini
mendapatkan banyak kritik karena kegagalannya untuk
menyediakan kesejahteraan seluruh umat manusia.®

Sementara yang kedua, sosialisme, sebagai antitesis dari
kapitalisme dan sistem ekonomi alternatif yang lebih
menekankan pada hak kepemilikan sosial, gagal memberikan
sistem ekonomi yang seimbang. Sistem ini mendasarkan basis
filosofi ajarannya pada konsep bahwa kepentingan sosial
sebagai suatu hal yang paling utama (al-jama ‘ah hiya al-asl).®
Sistem sosialis memberi negara atau asosiasi komunitas
kepemilikan atas sumber daya paling produktif dan membatasi
kepemilikan individu dan kebebasan ekonomi. Meskipun tidak
menghapuskan hak kepemilikan individu secara langsung,
sistem ini membatasi kepemilikan pribadi terhadap sekumpulan

" Hasan ‘Abd al-Hamid Uwayd, an-Nuzum al-Islamiyyah wa al-Madzahib
al-Mu ‘asirah: Dirasah Mugaranah (Riyad: Dar ar-Rasyid, 1981), 46; Bruce
R. Scott, “The Political Economy of Capitalism,” Working Papers-07-037,
Harvard Business School (2006): 1-30.

8 Terkait berbagai kritik terhadap sistem ekonomi ini, bisa dilihat di
antaranya dalam E. K. Hunt, Property and Prophets: The Evolution of
Economic Institutions and ldeologies, ed. ke-7 (Armonk-New York &
London-England: M.E. Sharpe, Inc., 2003), 240-243; Luc Boltanski dan Eve
Chiapello, “The New Spirit of Capitalism,” International Journal of Politics,
Culture, and Society 18, no. 3/4, (Sppring-Summer, 2005): 161-188; John
Bratton dan David Denham, Capitalism and Classical Social Theory, ed. ke-2
(Toronto: University of Toronto Press, 2014); Eve Chiapello, “Capitalism and
Its Criticisms,” dalam New spirits of capitalisms, ed. Paul du Gay dan Glenn
Morgan, Oxford: Oxford Scholarship Online, 2013, 60-82; William 1.
Robinson, Global Capitalism and the Crisis of Humanity (New York:
Cambridge University Press, 2014), 26-27.

® Mahmiid bin Ibrahim al-Khatib, An-Nizam al-Iqtisads fi al-Islam (Riyad:
Maktabah Haramain, 1989), 79-81.



kecil produk konsumen dan membatasi hak agen swasta dalam
mengambil kebijakan ekonomi.

Prinsip sosialisme adalah menyerahkan kekayaan publik ke
dalam kendali otoritas negara.'® Dengan kata lain, kepemilikan
kolektif adalah dasar kegiatan ekonomi bagi negara (al-
milkiyyah al-jama ‘ah hiya asas an-nasyar al-igtisadi li ad-
daulah).!! Satu-satunya tujuan adalah untuk memaksimalkan
kesetaraan sosial dan memenuhi kebutuhan minimum semua
individu masyarakat berdasarkan kepentingan.'> Karena
penindasannya terhadap hak kepemilikan atau kepentingan
individu dan pengambilan keputusan ekonomi, sistem ini tidak
dapat berlangsung lama dan berakhir dengan disintegrasi Uni
Soviet pada abad terakhir dan, sebagai akibatnya, membuka
jalan bagi hegemoni sistem kapitalis yang lebih menekankan
pada hak dan kebebasan individu. Seperti halnya kapitalis,
sistem sosialis ini juga tidak luput dari berbagai kritik.™

10 A C. Fernando, Business Environment (India: Pearson, 2011), 115; Jon
.D. Wisman, “The Financial Crisis of 1929 Reexamined: The Role of Soaring
Inequality,” Review of Political Economy 26, no. 3, (2014): 372-391; John
.D. Wisman, “Capitalism and Inequality Re-examined,” (2015): 1-19, diakses
06 September 2018,
https://www.researchgate.net/publication/281346322_CAPITALISM_AND _|I
NEQUALITY_RE-EXAMINED.

1 Muhammad ‘Abd Allah Syahin Muhammad, al-Igtisad al-Islami al-
Mungiz min ad-Dalal (Mesir: Dar Hamisra li an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 2018),
48.

12 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu: asy-Syamil li al-
Adillah asy-Syar ‘iyyah wa al-4ra’ al-Mazhabiyyah wa Ahamm an-Nazariyyat
al-Fighiyyah wa Tahqiq al-Ahadis an-Nabawiyyah wa Takhrijuha, juz 5, cet.
ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 513-515.

13 Kritik terhadap model sistem ekonomi ini bisa dilihat, misalnya, dalam
Don Lavoie, “A Critique of the Standard Account of the Socialist Calculation
Debate,” The Journol of Litenorion Studies 5, no. 1 (Winter 1981): 41-86;
Hans G. Ehrbar, Notes about Selected Literature about Socialism, 16
November 1999, 1-16, diakses 6 September 2018,
http://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/socialis.pdf; Laduddin, “Property and
Ownership Right”; Wisman, “Capitalism and Inequality Re-Examined”;
Michael Makovi, “Two Opposing Literary Critiques of Socialism: George
Orwell Versus Eugen Richter and Henry Hazlitt,” Munich Personal RePEc
Archive (MPRA) (2015): 1-31.
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Dalam konteks diskursus hegemoni dan dominasi dua arus
besar ideologi dunia tersebut, lantas di manakah posisi Islam?
Sejauh penelusuran penulis, terdapat disparitas pandangan di
kalangan para sarjana dalam memersepsikan sistem ekonomi
Islam dalam kajian mereka. Disparitas pandangan para sarjana
ini, paling tidak, dapat penulis kategorikan ke dalam tiga
kelompok pandangan. Pertama, pandangan yang menyatakan
bahwa Islam sangat kompatibel dengan sosialisme.’* Kedua,
pandangan yang menyatakan sebaliknya bahwa Islam lebih
kompatibel dengan sistem kapitalis.’® Ketiga, pandangan yang
menegaskan bahwa Islam sebagai sistem yang ditetapkan secara
syar 7 menyediakan sistem ekonomi yang komprehensif di mana
hak kepemilikan individu dan sosial diakui secara seimbang (at-
tawazun/al-muwazanah).®

Dalam memersepsikan  prinsip  keseimbangan (at-
tawazun/al-muwazanah) antara dua kutub kepemilikan tersebut
(kepemilikan individu vis a vis kepemilikan publik), di kalangan

14 Kecenderungan pandangan ini bisa dilihat dalam beberapa kajian,
misalnya, David Westerlund, “Reviewed Work(s): From Socialism to Islam?
Notes on Islam as a Political Factor in Contemporary Africa,” The Journal of
Modern African Studies 24, no. 2 (Juny 1986): 360-361; Volker Nienhaus,
“Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social
Market Economy,” KAS INTERNATIONAL REPORTS 11 (2010): 75-96.
Dalam konteks pemikir nasional, hal ini tercermin dalam karya beberapa
tokoh. Lihat misalnya, HOS Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme (Bandung:
Sega Arsy, 2010); Adnan, Islam Sosialis: Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis
Religius Sjafruddin Prawiranegara (Jogjakarta: Menara Kudus, 2004).

15 Maxime Rodinson, Islam and Capitalism (New York: Pantheon Books,
1973), 5-11, 23-26, 28-35, 118.

16 <Al Kan’an, al-Igtisad al-\slami: Dirdsah fi ‘Anasir al-Intaj (al-
Qahirah: Dar al-Ma’arif, 1997), 42; Mu’assasah Al al-Bait li al-Fikr al-Islami,
Nizam al-Hukm al-Islami wa ad-Dimugarati: al-Furiig wa Imkaniyyah at-
Ta’ayisy, Abhds ad-Daurah as-Salisah ‘Asyrah li al-Mu tamar al-‘Am, 7-5
Rajab/23-25 Aghustus, Vol. 1 (Yordan: Mu’assasah Al al-Bait li al-Fikr al-
Islami, 2004), 268; Maha Riyad ‘Abd Allah, Sundiig an-Naqdi ad-Dauli:
Taqdir Iqtisadr Islami (Firjiniya-al-Wilayat al-Muttahidah al-Amrikiyyah: al-
Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 2012), 155; Jamil ‘Abd al-Qadir
Muhammad Akbar, al-‘Aglu wa Hatmiyyah al-Fasad (Yordan: ‘Alim al-
Kutub al-Hadis, 2014), 890-891; At-Tahir Sa’di Qanah, ad-Daur at-Tauzi 7 [i
al-Milkiyyah fi al-Iqtisad al-Islami (Oman-Yordan: Dar al-Khalij li as-
Sahafah li an-Nasyr, 2018), 183-185.



ulama masih terjadi perbedaan pandangan. Sebagian kalangan
mengajukan teori bahwa hak kepemilikan (tanah) dalam
ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara kapitalisme di
satu sisi dan sosialisme pada sisi lainnya.

Sistem ekonomi Islam mengambil posisi tengah antara dua
ekstremitas mazhab kapitalis dan sosialis. Pandangan ini
diintrodusir di antaranya oleh Syed Nawab Haider Naqvi,!” Abi
A’la al-Maudadi (1903-1979),'8 Yasuf Kamal,®® Kamil Miisa,?°
Mirza Mohammad Hussain,? Afzalur Rahman (1915-1998),%
dan ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin at-Tarigi.>® Sementara itu,
para pakar lain, seperti Ahmad al-Husaini, Asghar Ali Engineer,
Abdel Hameed M. Basyir, Muhammad Bagir as-Sadr (1935-
1980 M), °‘Ali al-Khafif, Sayyid Qutub, Muhammad al-
Ghazali,®* dan Yasuf al-Qardawi,® mengintrodusir pandangan

17 Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economic and Society (London:
Kegan Paul International, 1994), 101; Naqvi, “The Dimension of an Islamic
Economic Model,” Islamic Economic Studies 4, no. 2 (May 1997), 3-6.

18 Abil ‘A’l1a al-Maudidi, Usus al-Igtisad baina al-Islam wa an-Nuziim al-
Mu ‘Gsirah, terj. Imam Munawir (Surabaya: Bina llmu, 2005), 38.

¥ yiasuf Kamal, al-Islam wa al-Mazahib al-Igtisadiyyah al-Mu ‘asirah,
cet. ke-2 (al-Qahirah: Dar al-Wafa’ li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘,
1990), 147-148.

20 Kamil Miisa, Ahkam al-Mu ‘amalat, cet. Ke-2 (Beiriit: Mu’assasah ar-
Risalah, 1994), 16-17.

2L Mirza Mohammad Hussain, Islam and Socialism (Lahore Pakistan:
Muhammad Asyraf, t.t.), 17; Adnan Khalid, al-Mazhab al-Iqtisadr al-Islamt
(Jeddah: Maktabah as-Sawwadi, 1990), 135-136.

22 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, ed. ke-2 (Seerah
Foundation, 2016), 10-11.

23 <Abd Allah bin ‘Abd al-Mubhsin at-Tariqi, al-Igtisad al-Islami: Ususun
wa Mabadi’v wa Ahdafun, cet. ke-11 (ar-Riyad: Mu’assasah al-Jaris li at-
Tauzi‘ wa al-1‘lan, 2009), 26.

2 Muhammad al-Ghazali, al-Islam wa al-Auda’ al-Igtisadiyyah, cet. ke-3
(al-Qahirah: Nahdah Misra li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 2005).
128.

% Dalam hal ini, al-QardawT menegaskan bahwa di antara nilai pokok
yang terkandung dalam ekonomi Islam adalah ‘nilai moderasi’ (gimah
wasatiyah) dan ‘keseimbangan’ (at-tawazin). Oleh karenanya, menurut al-
QardawT, nilai keseimbangan yang moderat telah memosisikan Islam berdiri
di tengah-tengah antara individu dan masyarakat, sebagaimana halnya Islam
berada pada posisi tengah dan seimbang antara dunia dan akhirat, antara
aspek jasmanai dan rohani, antara rasio/akal dan rasa/hati, dan antara idealitas
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yang berbeda dari pandangan para pemikir di atas. Kelompok
kedua ini berpandangan bahwa kepemilikan tanah dalam Islam
bersifat komunalistik-teistik yang mana penguasaannya ada pada
otoritas negara.

Mohammad Malkawi, seorang intelektual dari Jordan yang
memiliki konsen terhadap studi berbagai ideologi dunia,
menyatakan bahwa ciri yang paling menonjol dari ekonomi
politik ialah yang mendefinisikan kepemilikan properti dalam
masyarakat.?® Kepemilikan pribadi (private ownership) diakui
sebagai fitur khas kapitalisme (as the distinctive feature of
capitalism), sedangkan kepemilikan publik (public ownership)
atas alat-alat produksi merupakan ciri utama sosialisme (the
main characteristic of socialism).?” Ekonomi politik Islam
mengakui kedua bentuk kepemilikan tersebut secara seimbang,
baik itu kepemilikan individu maupun kepemilikan publik,?®
meskipun sebagian ulama ada yang mengintrodusir bentuk
ketiga dari kepemilikan, yaitu kepemilikan negara.?

dan realitas. Lihat Yasuf al-Qardawi, Daur al-Qiyam wa al-dkhlag fi al-
Iqtisad al-Islami, 81-83.

%Mohammad Malkawi, Fall of Capitalism and Rise of Islam (USA:
Xlibris Corporation, 2010), 189-190.

7 1bid., 188

%8 pembagian kepemilikan ke dalam dua kategori, yaitu kepemilikan
individu dan kepemilikan umum, merupakan perkara yang mudah dipahami
oleh siapa pun. Adapun pembagian kepemilikan ke dalam tiga Kkategori
merupakan permasalahan yang rumit yang membutuhkan pemahaman dan
penjelasan yang lebih detail. Lihat, Ibrahim ‘Abd al-Latif Tbrahim al-‘Abidi,
al-Milkiyyah as-Salas: Dirasah ‘an al-Milkiyyah al- ‘Ammah wa al-Milkiyyah
al-Khassah wa al-Milkiyyah ad-Daulah fi an-Nizam al-Iqtisadr al-Islami, cet.
ke-1 (Dubai: Dairah asy-Syu’an al-Islamiyyah wa al-‘Amal al-Kahiri, 2009),
121; Fahad bin ‘Abd Allah bin Muhammad al-‘Umari, Naz ‘u al-Milkiyyah al-
Khassah wa Ahkamuha fi al-Figh al-Islami (Saudi Arabia: Jami’ah al-Imam
Muhammad bin Sa’ad al-Islamiyyah, 2003), 97; At-Tahir Qanah, “ad-Daur
at-Tauzi‘t i al-Milkiyyah fi al-Iqtisad al-Islami: Dirasah Mugaranah,” Tesis
(Jami‘ah al-Haj Lakhdar Batna, 2006-2007), 67, 74-76.

2 Di antara ulama yang membagi hak kepemilikan atas tanah ke dalam
tiga kategori kepemilikan, yaitu hak milik individu, hak milik komunal dan
hak milik negara, adalah Ibrahim al-Khatib, Muhammad Bagqir as-Sadr,
Wahbah az-Zuhaili, Tagiyuddin an-Nabhani, Ibrahim ‘Abd al-Latif Ibrahim
al-‘Abidi. Dalam bahasa lain, Mohammad Malkawi, Ahmad H. Mustafa dan
Hossein G. Askari dan Amir Kia mengategorikan kepemilikan dengan istilah



Dalam konsepsi Islam, kehadiran negara memiliki peran
yang besar dalam mencapai keseimbangan antara kepemilikan
individu dan kepemilikan publik serta dalam upaya secara terus-
menerus guna mempertahankan keseimbangan sebagaimana
dimaksud. Tanpa kehadiran negara sebagai representasi dari
publik yang berperan dalam menegakkan nilai-nilai moralitas-
religiusitas  (fi  hirgsah ad-din) dan mengatur pranata
kepemilikan (wa siyasah ad-dunya), tentu kedua kutub
kepentingan dari kedua model kepemilikan tersebut akan selalu
berebut panggung dalam perekonomian suatu negara dan saling
mendominasi satu dengan lainnya. Manakala hal ini terjadi
sebagai akibat ketiadaan kehadiran pemerintah, menurut al-
Mawardi, kehidupan masyarakat akan mengalami kekacauan
(wa laul al-wuldat lakani fauda muhmilim).®

Mengingat negara memiliki  otoritas dalam  hal
keberlanjutan sumber daya alam, negara juga berkewajiban

private, public, and government ownership. Lihat al-Khatib, an-Nizam al-
Iqtisadi fi al-Islam, 163; Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu,
juz 5 (Beirat Dar al-Fikr, 1985), 522-523; Tagiyuddin an-Nabhani, The
Economic System of Islam (London: Al-Khilafah Publications, 1990), 210;
Ibrahim ‘Abd al-Latif Ibrahim al-*Abidi, al-Milkiyyah as-Salas: Dirdasah ‘an
al-Milkiyyah al-‘Ammah wa al-Milkiyyah al-Khdssah wa al-Milkiyyah ad-
Daulah fi an-Nizam al-Igtisadr al-Islami (Huktimah Dubai: Dairah asy-
Syw’tn al-Islamiyyah wa al-‘Amal al-Khairi, 2009); Malkawi, Fall of
Capitalism, 191-208; Ahmad H. Mustafa dan Hossein G. Askari, “The
Economic Implications of Land Ownership and Cultivation in Islam,” dalam
Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy, ed.
Munawwar Igbal, Islamabad: International Institute of Islamic Economics,
1996, 106-107; Amir Kia, “A Non-Technical Primer on Private Ownership in
Islam,” Journal of Business Inquiry 6, no. 1 (2007): 73-76.

%0 Abii al-Hasan ‘Alf bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Kitab al-
Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah, ed. Ahmad Mubarak al-
Baghdadi (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989), 3. Lihat juga Asma’
‘Abd al-Mun’im Haridi, Mafhim an-Nubuwwah fi al-Qur’an al-Karim (al-
Qahirah: Jami’ah ‘Ain Syams, 2001), 164; Ahmad Mahmiid ‘Ali Mahmid,
al-Bai’ah fi al-Islam: Taritkhuha wa Agsamuhd baina an-Nazariyyah wa at-
Tatbig (Oman: Dar ar-Razi li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2003),
53; Muhammad ‘Abd Allah al-Wardi, al-4hkam al-Fighiyyah al-
Muta ‘alligah bi Khuluw al-Bilad min al-Hakim wa Tatbiqaha al-Mu ‘Gsirah:
an-Nawazil al-Fighiyyah fi Mandtiq as-Sira‘ (Beirat: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2020), 52.
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mendistribusikan sumber daya alam tersebut secara adil atas
nama dan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Dalam
kerangka inilah, urgensi negara hadir dalam pranata kehidupan
sosial dan ekonomi Islam.3

Sistem  sosio-ekonomi Islam  menjadi sistem yang
independen dengan visi sosialnya sendiri. la menyeimbangkan
antara hak kepemilikan individu dan hak kepemilikan sosial.
Sistem ekonomi Islam oleh karenanya dianggap oleh para
pendukungnya sebagai tatanan sosial yang adil dan manusiawi
sesuai dengan ajaran Islam. Tatanan sosial ini adalah bukan
kapitalis atau komunis, melainkan berdiri sendiri dan
menggabungkan semua fitur yang baik dari masyarakat yang
sehat dan seimbang”.®> Menurut Wahbah az-Zuhaili, sistem
ekonomi Islam menggabungkan sifat-sifat terbaik dari sistem
sosialis dan kapitalis, sembari menghindari sifat-sifat terburuk
keduanya.®®* Dalam konteks hukum pertanahan Islam, asas
fungsi sosial hak atas tanah secara teoretis merupakan
pengakuan atas kepentingan perorangan dan kepentingan sosial
atau kepentingan umum atas tanah.3*

Berpijak pada diskursus di atas, penulis dalam kajian ini
hendak membuktikan dan sekaligus menguatkan pandangan
bahwa hukum pertanahan Islam bersifat “komunalistik-teistik”
atau “komunalistik-religius” (communalistic-religious) yang
penguasaannya ada pada kendali otoritas negara. Menurut
Hasan Muhammad ‘Agqal, fungsi sosial dari kepemilikan tidak
berarti bahwa Islam tidak mengizinkan kepemilikan pribadi.

81 Sahib Rubai’i, Ru’yah fi Mu’assisat ad-Daulah wa al-Mujtama’
(Damaskus: Dar Safahat li ad-Dirasat wa an-Nasyr, 2011).

%2 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice
(Foundations of Islamic Economics), edisi revisi (Kent, U.K.: Hodder and
Stoughton, 1986), 346-347. Lihat juga Sohrab Behdad, “Property Rights in
Contemporary Islamic Economic Thought: A Critical Perspective,” Review of
Social Economy 47, no. 2 (July 2006), 185.

8 Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 514-515.

3% Laduddin, “Property and Ownership Right”; Triana Rejekiningsih,
“Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan
dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia),” Yustisia 5, no. 2 (Mei-
Agustus 2016), 306.
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Sebaliknya, peraturan yang mengatur kepemilikan adalah bukti
yang jelas dari pemberian hak kepada individu untuk memiliki
properti, sesuai dengan kondisi yang menjaga dan melindungi
hak-hak kolektif.*> Tesis Nuzhat Igbal yang menyatakan bahwa
kepemilikan individu dibatasi oleh batasan-batasan sosial
keagamaan dan Kkewajiban sebagai warga negara dalam
kerangka distribusi kekayaan secara adil dan merata tampak
menemukan signifikansinya dalam kajian penulis ini.%
Sebagaimana diakui, hak kepemilikan atas tanah
memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat
dewasa ini. Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam
kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi,® sosial, budaya
maupun agama.*® la dianggap sebagai penggerak untuk

% Nadiyah Hasan Muhammad ‘Aqal, Nazariyyah at-Tauzi® fi al-Iqtisad
al-Islami: Dirdasah Ta’siliyyah-Tatbigiyyah (Yordan: Dar an-Nafa-is li an-
Nasyr wa at-Tauzi‘, 2010), 44.

% Nuzhat Igbal, “The Concept of Land Ownership in Islam and Poverty
Alleviation in Pakistan,” The Pakistan Development Review 39, no. 4 (2000):
649-650.

% Dalam kaitannya dengan ini, Muhammad al-Ghazali menyatakan
pandangannya sebagai berikut: “Tanah masih merupakan landasan kehidupan
ekonomi yang penting bagi manusia (ruknan hamman fi hayah al-insan al-
igtisadiyyah) dan merupakan faktor krusial di antara faktor-faktor produksi
ekonomi (‘awamil al-intdj al-iqtisadr) lainnya. Kehidupan berkait berkelindan
dengan tanah. Dari apa yang ditanam, manusia mendapatkan makanan dan
pakaian; dari kayu dan batunya manusia dapat membangun rumah; dari bahan
tambangnya ia dapat membuat logam dan senjata; dari pepohonan dan batu
bara ia bisa memperoleh api; dari air dan minyaknya merupakan sumber
industri dan kekuatan manusia. Tanah merupakan sumber pokok kekayaan
manusia. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup manusia keluar dari
tanah.” Lihat Muhammad al-Ghazali, al-Islam wa al-Manahij al-
Isytirakiyyah, cet. ke-4 (al-Qahirah: Syirkah Nahdah Misra, 2005), 120.

% Terkait dengan pentingnya lahan dan kompleksitas masalah yang
mengemuka terkait tanah disebabkan oleh terbatasnya bidang tanah yang
tersedia jika dibandingkan dengan jumlah manusia yang membutuhkan tanah
yang semakin meningkat. Berdasarkan pemahaman tersebut, penting untuk
membuat regulasi tentang kepemilikan tanah. Dalam konteks ini, regulasi di
bidang pertanahan sangat berkait berkelindan dengan ajaran agama dan
ideologi yang mendasari pembuatannya. Lihat Nur Adhim, Sukirno, dan
Muh. Afif Mahfud, “The Social Function of Land In Liberal And Islamic Law
Perspective,” Paper dipresentasikan dalam The First International Conference
on Islamic Development Studies (ICIDS), September 10-12, Bandar
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perkembangan ekonomi dan sangat penting selama
perkembangan spasial. Sistem hak properti, oleh karenanya,
merupakan hasil dari evolusi masyarakat secara bertahap dan
cara mereka mengelola dan menggunakan lahan.® Sistem ini
berakar pada periode ketika hak milik pribadi atas tanah dan
kepemilikan tanah pribadi belum ada. Selama berabad-abad, hak
milik pribadi atas tanah berangsur-angsur berevolusi dan
menjadi terlembagakan di banyak negara.’® Bersamaan dengan
itu, lahan bebas menjadi semakin langka dan semakin berharga
bagi manusia.*!

Dalam lintasan sejarah, perkembangan hak kepemilikan
atas tanah telah menunjukkan adanya perkembangan yang
dinamis seiring dengan ritme perkembangan zaman.*? Proses
dialektika sejarah manusia dalam memosisikan hak milik atas
tanah pada akhirnya melahirkan struktur sosial yang juga
berpengaruh pada bagaimana manusia memperlakukan dan

Lampung, Indonesia (2019), 1. Lihat juga Ahmad Suhendra, “Models of Land
Ownership in Islam: Analysis on Hadis Thya’ al-Mawat,” ESENSIA: Jurnal
limu-ilmu Ushuluddin 18, no. 2, Oktober (2017): 189-199.

% Bruce G. Carruthers dan Laura Ariovich, “The Sociology of Property
Rights,” Annual Review of Sociology 30 (2004): 23-46.

40 Sanne Holtslag-Broekhof, “Dealing with Private Property for Public
Purposes: An Interdisciplinary Study of Land Transactions from a Micro-
Scale Perspective,” PhD Thesis (Wageningen, NL: Wageningen University,
2016), 1.

4 G. Feder dan D. Feeny, “Land Tenure and Property Rights: Theory and
Implications for Development Policy,” The World Bank Economic Review 5
(1991):135-153.

42 Dinamika hukum kepemilikan dalam sejarahnya menggambarkan
karakteristik yang khas sebagai refleksi dari dinamika sosial politik yang
berkembang pada penggal sejarah manusia. Pada suatu waktu, kepemilikan
itu menampakkan watak yang individualistik yang memberikan kemerdekaan
penuh terhadap pemiliknya untuk melakukan apa saja dengan barang
miliknya yang tak terbatas (indefinited, unrestricted, unlimited). Akan tetapi,
dalam perkembangannya, mulai dari abad pertengahan hingga abad ke-19,
dinamika kepemilikan mulai mengarah pada konsep yang lebih bersifat sosial
dari pada individual. Lihat Satjipto Raharjo, IImu Hukum (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2006), 66; Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah
Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
(Jakrata: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 115-116.
Bandingkan dengan Igbal, “The Concept of Land,” 649.
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memersepsi tanah miliknya yang telah membangun relasi
pemilik tanah dengan tanahnya, pemilik tanah dengan
lingkungan sosialnya dan pemilik tanah dengan negara sebagai
pemegang otoritas politik.*®

Munculnya relasi yang penuh ketegangan (tension) dan
bahkan konflik, baik antarindividu, individu dengan lingkungan,
maupun individu dengan negara, menjadi sesuatu yang sangat
mungkin terjadi dan sekaligus bisa dipahami.** Hal ini
disebabkan oleh sifat alamiah dari tanah yang konstan di satu
sisi, sementara perkembangan manusia yang membutuhkan
tanah dari waktu ke waktu jumlahnya semakin bertambah pada
sisi yang lain.*®

Relasi rakyat (individu/kolektif) dan negara dalam hal
kepemilikan mencapai titik harmoni ketika dibalut dengan
landasan hukum yang kuat.*® Ayatullah Mahmud Taligani
menegaskan bahwa batas-batas hak milik dan hubungan
ekonomi didasarkan pada keselarasan tiga unsur, yaitu:

3 Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara , 117.

4 Konflik antara kekuasan (power) dan hak kepemilikan (property right)
merupakan konflik yang banyak terjadi di negara berkembang. Konflik
tersebut  disebabkan  pemerintahan negara tersebut  menggunakan
kekuasaannya dengan mengeluarkan keputusan-keputusan yang justru
mengganggu  kesejahteraan rakyatnya. Dengan alasan pembangunan,
misalnya, banyak hak kepemilikan (property right) masyarakat adat atas
sebuah hutan lenyap begitu saja. Lebih jauh, baca Sihol Farida Tambunan,
“Keadilan sebagai Pemecahan Masalah Konflik antara Kekuasan (Power) dan
Hak Kepemilikan (Property Right) dalam Negara Demokrasi (Sebuah
Tinjauan Filsafat),” Jurnal Masyarakat & Budaya 10, no. 2 (2008): 117-138.

% Joel E. Cohen, “Human Population: The Next Half Century,” Science
302 (2003), 1172-1175; Inter-Departmental Working Group on Land Use
Planning, “Guidelines for land-use planning,” FAO Development Series 1
(1993), 6-7.

4 Dalam pandangan lbn Khaldun, hukum yang dibuat oleh negara bisa
berjalan efektif jika memenuhi tiga syarat pokok. Pertama, hukum yang
dibuat pemerintah tidak boleh dipaksakan oleh rakyatnya. Kedua, hukum
yang diberlakukan oleh negara tidak membebani rakyat sehingga melahirkan
beban psikologis yang justru akan merusak mental dan kejiwaannya. Ketiga,
hukum yang diberlakukan oleh pemerintah berangkat dari kesadaran
rakyatnya, bukan melalui indoktrinasi. Lihat Hakimul Ikhwan Affandi, Akar
Konflik Sepanjang Masa: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 128.
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individu, hukum dan negara.*’ Negara dengan otoritasnya®
dapat membuat paket hukum sebagai referensi ketika terjadi
benturan kepentingan antara individu dan masyarakat, individu
dan negara, atau masyarakat dan negara. Dalam konteks inilah,
Islam sengaja menyisakan ‘ruang kosong’ (minfagah al-farag)
yang mana tugas pengisiannya diserahkan kepada penguasa
(waliyyu al-amr) berdasarkan tuntutan situasi dan kondisi yang
dihadapinya.*

Kehadiran negara dalam pengaturan hak milik di tengah-
tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberi batasan-
batasan relasi antara anggota masyarakat satu dan lainnya.>°
Harta milik pribadi bisa berubah statusnya menjadi milik
bersama jika ada kehendak sendiri dari pemiliknya, seperti

47 Ayatullah Mahmud Taligani, “Ciri-Ciri Ekonomi Islam,” dalam Islam
dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, ed. John J. Donohue dan
John L. Esposito, terj.,, Mahnun Husain, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1995, 384-387.

8 Terkait dengan otoritas negara dalam penguasaan sumber agraria bisa
dibaca dalam, di antaranya, Ahmad Syafi’i Sulaiman Jamrozi dan Ratno
Lukito, “The Logic of State Authority on the Control of Agrarian Resource
(Socio-Anthropological and Islamic Perspective),” American Journal of
Social Sciences and Humanities 4, no. 4, (2019): 516-527.

4 Baqir as-Sadr, Igtisaduna: Dirasah Maudii ‘iyyah Tatanawalu bi an-
Naqdi wa al-Bahsi al-Mazahibi al-Iqtisadiyyah i al-Markisiyyah wa ar-
Ra’sumaliyyah wa al-Islam fi Ususiha al-Fikriyyah wa Tafasiliha, cet. ke-10
(Beiriit: Dar at-Ta‘aruf'li al-Matbti‘at, 1987), 378.

% Ppembatasan konsentrasi hak milik (reducing concentration in
ownership) oleh pemerintah Islam untuk mengubah kebijakan kelompok
kapitalis yang tidak adil dalam hal distribusi kekayaan berbeda dengan
pandangan kaum sosialis yang meniadakan hak milik pribadi menjadi hak
kolektif sehingga menghilangkan kreativitas masyarakat dalam membangun
etos kerja dan semangat entrepreneurship. Pembatasan pemerintah
dimaksudkan guna merealisasikan distribusi kekayaan secara egaliter sesuai
dengan semangat Islam. Lihat M. Umer Chapra, Islam and Economic
Development (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007), 73-74;
Charles McDaniel, “Islam and the Global of Society: A Religious Approach
to Modernity,” Brigham Young University Law Review 2003, no. 2 (2003):
507-540; Salman Ahmed Shaikh, “Equitable Distribution of Income with
Growth in an Islamic Economy,” International Journal of Islamic Economics
and Finance Studies 3, no. 3 (Desember 2017): 6-14. Bandingkan dengan
Brent Butgereit dan Art Carden, “Capitalism, Socialism and Calculation,”
Institute of Economic Affairs (Oxford: Blackwell Publishing, 2011), 41-43.
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seseorang menyerahkan hartanya menjadi harta wakaf yang
dapat digunakan untuk kepentingan umum.>! Lebih dari itu,
faktor lainnya adalah karena kehendak syara’, seperti kebutuhan
umat mendesak untuk membuat jalan umum di atas tanah milik
pribadi. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan
tanah milik pribadi untuk kepentingan umum.>?

Transformasi kepemilikan individu menjadi milik publik
dengan alasan untuk kemaslahatan umum, dalam konsep hukum
Islam, diistilahkan sebagai “nasionalisasi/transformasi hak
milik” (ta 'mim al-milkiyyah).>® Kebijakan at-za’mim ini, di satu
sisi, telah memosisikan pemerintah sebagai institusi yang
mempunyai otoritas untuk melakukan intervensi dalam bentuk
membuat kebijakan terkait dengan pemanfaatan tanah sekaligus
membuktikan bahwa persoalan tanah merupakan sumber
produksi yang berdimensi publik. Pada sisi lainnya, konsep ini
juga bisa dimaknai sebagai wujud implementasi dari sistem
penguasaan tanah dalam Islam yang bersifat komunalistik-
religius sebagaimana yang telah penulis singgung di atas.

Meskipun negara dengan dalih nalar kepentingan umum
(al-maslakah al- ‘ammah) diperbolehkan untuk mengambil alih

1 Al-Khatib, an-Nizam al-Iqtisadr fi al-Islam, 41-46; Rafiq Yiinus al-
Misri, Usil al-Iqtisadi al-Islami (Damaskus: Dar. al-Qalam, 1993), 163.
Bandingkan dengan Muhammad Baqr as-Sadr, Igtisdduna (Beirat: Dar at-
Ta’rif al-Matbu‘at, 1981), 333-340.

%2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih
Muamalat) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 62; Mr. Kiran
Ranganath Kale, “Concept of Public Purpose: It’s Importance in Present
Legal Scenario,” International Journal of Innovative Studies in Sociologies
and Humanities (1JISSH) 2, no. 5 ( July 2017): 8-13; Holstlag-Broekhof,
“Dealing with Private Property,” 13-14.

53 At-fa’mim adalah mentransformasikan hak milik harta yang dimiliki
seseorang menjadi milik publik (tahwilu milkiyyati malin min al-milkiyyah al-
khassah ila milkiyyah al-‘ammah). Lebih lanjut lihat al-Khatib, an-Nizam al-
Iqtisadr fi al-Islam, 50-51; Muhammad ‘Abd al-Jawwad, Milkiyyah al-Aradi
fi al-Islam: Tahdid al-Milkiyyah wa at-Ta 'mim (al-Qahirah: at-Tiba’ah al-
‘Alamiyyah, 1391 H), 232-233. Bandingkan dengan Sayyid ‘Abd al-Hamid
Ahmad, Naz ‘u al-Milkiyyah fi Itari Qararah al-Manfa ‘ah al- ‘dmmah wa al-
Musadarah wa Ta’'mim (al-1skandariyyah: Maktabah al-Wafa’ al-Qantiniyah,
2018), 208-210.
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kepemilikan tanah rakyat, negara tetap berkewajiban untuk
memperhatikan kepentingan individu yang tanahnya diambil
alih dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Dengan
kata lain, negara sebagai institusi publik dalam konteks
kebijakan at-ta 'mim tetap harus memperhatikan keseimbangan
antara dua kutub kepentingan, baik kepentingan individu
maupun kepentingan publik.

Pemerintah dengan alasan menciptakan kepentingan umum
(maslakah al-‘ammah) mempunyai otoritas untuk melakukan
“pembatasan hak milik” (takdid al-milkiyyah) dan bahkan
“pencabutan hak milik (tanah)” (naz‘u al-milkiyyah/naz‘u al-
aradi), di mana otoritas kebijakan ini bersinggungan langsung
dengan kepemilikan tanah rakyat.>* Dalam posisi ini, tentu saja
negara akan dihadapkan pada dua kutub kepentingan, yaitu
antara kepentingan warga negara (kepentingan individu) di satu
sisi dan kepentingan negara (kepentingan umum) atas nama
pembangunan pada sisi yang lain.

Dalam konteks pembangunan tersebut, negara merupakan
salah satu entitas yang berkuasa untuk mengubah realitas
kehidupan warganya. Terdapat beberapa pandangan pakar yang
bisa dikaji dari berbagai khazanah keilmuan terkait tugas dan
fungsi adanya negara. Vivienne Wee dan Cynthia Chou,
misalnya, berpendapat bahwa “(State) power is the authority to
define and thereby shape realities is also the power to make
history and create discourse”.®® Wujud otoritas negara dalam
menentukan kehidupan warganya berupa campur tangan mereka
terhadap arah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat.
Jacobsen dan Lipman memberikan perspektifnya bahwa adanya
negara adalah sebagai pemelihara ketertiban, memajukan
kesejahteraan individu dan masyarakat, menjunjung tinggi

% Wahbah az-Zuhaili, Wasativyah al-Islam wa Simahatuhu (Damaskus:
Kulliyat Syari‘ah Jami’ah Dimasyqa, t.t.), 30-31.

% Vivinne Wee dan Cynthia Chou, “Continuity and Discontinuity in the
Multiple Realities of Riau,” KITLV Journals, no. 4 (1997): 527-541.
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moralitas.>® Dalam uraian yang tidak jauh berbeda, J. Barents
merumuskan bahwa visi dari sebuah negara adalah sebagai
pemelihara keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan
kepentingan umum.®’

Persoalan di atas, bagaimanapun juga, telah melahirkan
perdebatan panjang di kalangan para pemikir.®® Perdebatan
dimaksud, paling tidak, menyangkut dua hal. Pertama,
kepentingan mana yang perlu diprioritaskan, apakah
kepentingan individu atau kepentingan umum? Jawaban atas
persoalan ini terpolarisasi ke dalam tiga kelompok. Sebagian
berpandangan bahwa kepentingan individu perlu diprioritaskan
atas kepentingan umum. Kelompok kedua berpendapat bahwa

% Jacobsen dan Lipman, “Political Science,” dalam College Outline
Series Bamers and Noble (New York, 1956), 15-18; Muntoha, “Otoritas
Negara dalam Pengaturan Kehidupan Beragama di Indonesia: Urgensi
Ataukah Intervensi,” Millah 11, no. 2 ( Februari 2012): 519-540.

57 1bid.

%8 Dalam sejarah filsafat hukum, diskursus ini telah melahirkan berbagai
aliran hukum. Salah satu aliran dimaksud adalah ‘aliran utilitarianisme’
(mazhab al-manfa‘ah), yaitu suatu teori (ilmu hukum) yang mendasarkan
paham ajarannya pada pengejaran kepentingan-kepentingan dan kegunaan.
Adapun tokoh-tokoh yang menjadi proponent aliran ini adalah Jeremy
Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Von lhering. Jika posisi pemikiran
Bentham tentang teori kepentingan melahirkan tesis individual utilitarianism
dan pemikiran Mill melahirkan antitesis social utilitarianism, pemikiran
lhering merupakan sintesis dari kedua pemikiran tersebut. Lebih jauh lihat
Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coelman, The Philosophy of Law an
Introduction of Jurisprudence (San Francisco&London: Westview Press,
1990), 72-74; Cristoper Berry Gray (ed.), The Philosophy of Law an
Encyclopedia, vol. | (Grland Publishing, Inc., 1999), 79-80; Taufiq at-Tawil,
Falsafah al-Akhlag, 218-222; Robert L. Holmes, Basic Moral Philosophy, ed.
ke-2 (New York: Wadsworth Publishing Company, 1998), 131-39; Philippa
Foot, Moral Dilemmas and Other Topics in Moral Philosophy (Oxford:
Clarendon Press, 2002), 59-77; Emmett Barcalow, Moral Phylosophy:
Theories and Issues, ed. ke-2 (New York: Wadsworth Publishing Company,
An International Thomson Publishing Company, 1998), 125-41; Henry
Hazlitt, The Fondations of Morality (Pricenton: D. Van Nostrand Company,
Inc, 1964); W. Friedmann, Legal Theory, ed. ke-4 (London: Stevens & Sons
Limited, 1960), 267-269, 275-278; Gerald J. Postema, Bentham and The
Common Law Tradition (Oxford: Clarendon Press, 1986), 403; Austin M.
Chinhengo, Essential Jurisprudence, ed. ke-2 (London-Sydney: Cavendish
Publishing Limited, 2000), 71.
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kepentingan umum harus lebih diprioritaskan daripada
kepentingan individu dengan syarat-syarat tertentu.>® Sementara
itu, kelompok ketiga berupaya memadukan dan mencari titik
temu antara dua pandangan yang berbeda sebelumnya.

Kedua, nalar kepentingan umum (al-maslakah al-‘@mmah,
public interest) sebagai dasar bagi otoritas pemerintah atau
negara untuk melakukan “pembatasan hak milik” (takdid al-
milkiyyah) dan bahkan “pencabutan hak milik tanah” (naz ‘u al-
milkiyyah/naz‘u milkiyyah al-aradi). Sebagai dalih untuk
mendapatkan tanah tersebut, pemerintah secara legal-formal
mendasarkan berbagai kebijakannya pada nalar kepentingan
umum yang diwujudkan dalam bentuk berbagai paket regulasi
pertanahan.

Persoalan yang kerap kali mengemuka berkaitan dengan
regulasi pertanahan, baik dalam kajian hukum Islam maupun
perundang-undangan, adalah lahirnya nuansa otoritarianisme
penguasa dalam kebijakan pengambilalihan hak kepemilikan
tanah rakyat dalam rangka menunjang program pembangunan
dengan dalih nalar kepentingan umum. Dalam konteks ini,
menurut hemat penulis, paling tidak terdapat dua problem
epistemologis yang krusial yang perlu dikaji lebih jauh.

Pertama, menyangkut persoalan makna dan Kriteria dari
kepentingan umum itu sendiri. Tafsir atas makna kepentingan
umum sebagai dasar hukum (“illat al-hukmi) pencabutan hak
milik tanah rakyat oleh negara telah melahirkan bias tafsir yang

% Lihat misalnya kajian Khalid Hamidi ‘Abd al-Karim dan Yasir
Muhammad ‘Abd ar-Rahman, “Ta‘arud al-Masalih al-‘Ammah wa al-
Khassah: Dirasah Ustliyyah al-Fighiyyah,” Majallah Jami’ah al-Madinah al-
‘Alamiyyah, no. 13 (Juli 2015): 77-101; ‘Abd ar-Rahman bin Sa’1d al-Hazim,
“Taqdim al-Masalih al-‘Ammah ‘ala al-Masalih al-Khassah,” Al-Alitkah as-
Sagafiyah, diakses 14 September 2015,
http://www.alukah.net/culture/0/100824/; Muhammad al-Wakili, Figh al-
Aulawiyyat: Dirasah fi ad-Dawabit (Firjiniya: al-Ma’had al-*Alamf li al-Fikr
al-Islami, 1997), 137-139; ‘Ismat ‘Abd al-Majid Bakr, Musykilat at-Tasyri "
Dirasah Nazariyyah wa Tatbigiyyah Mugaranah (Beirat: Dar al-Kutub al-
‘llmiyyah, 2014), 239; ‘Abd ar-Rahman bin Mu’ammar Santsi, | tibar al-
Ma’alat wa Murd’ah Nata-ij at-Tasarrufat: Dirasah Muqaranah fi Usil al-
Figh wa Magqasid asy-Syart ‘ah (al-Qahirah: Dar Ibn al-Jauzi, 2003), 27.


http://www.alukah.net/culture/0/100824/
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terkadang melanggar nilai-nilai kehormatan kepemilikan atas
tanah, khususnya terkait dengan isu Hak Asasi Manusia
(HAM).%® Kedua, persoalan dalam hal menentukan titik
keseimbangan antara kepentingan umum di satu sisi dan
kepentingan individu pada sisi yang lain.®*

Titik keseimbangan tersebut, menurut hemat penulis, perlu
dirumuskan demi terealisasinya cita keadilan atau kemaslahatan
sebab nalar yang terbangun di benak publik selama ini —yang
seolah-olah telah menjadi common sense- adalah bahwa setiap
“kepentingan umum” apa pun wujud dan bagaimanapun
intensitasnya harus diprioritaskan dan dimenangkan atas
“kepentingan individu”. Nalar semacam ini, dalam Kkajian
hukum Islam, memang mendapatkan legalitasnya yang
bersumber dari kaidah: “kepentingan umum harus diprioritaskan
atas  kepentingan  individu  (al-maslakah  al-‘ammah
mugaddamah ‘ala al-maslakah al-fardiyyah).? Meskipun
demikian, kaidah ini, menurut hemat penulis, perlu dikaji lebih

60 “Public Interest”, diakses 18 September 2018,
http://en.wikipedia.org/wiki/Public interest; Muwahid, “Implikasi Yuridis
Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” Al-Hikam, Jurnal
Studi Keislaman 5, no. 2 (September 2015): 1-12; Achnad Rusyaidi,
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan Umum
dan Perlindungan HAM, diakses 18 September 2018,
http://prpmakasar.wordpress.com.

61 AA. Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan
Pertanahan (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), 256.

82 Abii Tayyib al-Mauliid as-Sariri, Nail al-Mund fi Nazm al-Muwafagat li
asy-Syatibi i al-‘Allamah al-Qadr Abt Bakar Muhammad al-Gharnatt (760-
829 H), Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 256; Husain bin
Ma’lawi asy-Syahrani, Hugqilq al-lkhtira’ wa at-Ta lif fi al-Islam (Riyad: Dar
at-Tayiibah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2004), 314; Ahmad Amin, Zu’ama’ al-
Islah fi al-‘Asr al-Hadis (Beirtt: Dar al-Kutub al-*Arabi, t.t.), 48; Nar ad-Din
bin Mukhtar al-Khadimi, ‘/lm al-Magqasid asy-Syari ‘ah, (Beirit: Maktabah al-
‘Abikan, 2014), 28; ‘Adnan Muhammad ‘Umamah, at-Tajdid fi al-Fikr al-
Islami (al-Qahirah: Dar lbn al-Jauzi, t.t.), 337; ‘Abd al-Ghaftir Muhammad
Isma‘il al-Bayati, al-Madkhal li Dirasah al-Qawa ‘id al-Fighiyyah: Dirdsah
Manhajiyyah Jami‘ah baina an-Nazariyyah wa at-Tatbiq (Beirat: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 169.
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jauh untuk kemudian ditempatkan secara objektif dan
proporsional sehingga bisa merealisasikan cita keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari eksplorasi latar belakang di atas, beberapa
pertanyaan sentral yang hendak dijawab dan dianalisis dalam
penelitian ini adalah

1. Bagaimana konsep hubungan hukum antara negara dan tanah
dalam perspektif hukum Islam? Bagaimana pula fitur konsep
penguasaan dan kepemilikan tanah dalam perspektif hukum
Islam?

2. Bagaimana dinamika penguasaan tanah (sumber daya
agraria) oleh negara dalam perspektif hukum Islam?

3. Bagaimana implikasi otoritas penguasaan (negara) atas tanah
(sumber daya agraria) dalam perspektif hukum Islam?

4. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap konsep
kebijakan transformasi kepemilikan tanah rakyat oleh
negara? Bagaimana pula konstruk nalar kepentingan umum
yang ideal dan proporsional dalam kebijakan nasionalisasi
hak milik tanah rakyat oleh negara sehingga bisa
mewujudkan cita keadilan sosial?

C. Signifikansi Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki,

baik dalam aspek teoretis dan historis, asal-usul dan dinamika

konsep kepemilikan dan penguasaan negara atas tanah dalam

Islam. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah

1) Untuk menjelaskan bagaimana fitur konsep penguasaan dan
kepemilikan tanah serta hubungan hukum antara negara dan
tanah menurut hukum Islam.

2) Untuk menjelaskan dinamika penguasaan negara atas tanah
(sumber daya agraria) dalam Islam.

3) Untuk menjelaskan bagaimana implikasi penguasaan negara
atas tanah dalam hukum Islam.

4) Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam
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terhadap konsep kebijakan nasionalisasi aset tanah rakyat
olen negara dan membuktikan bahwa kaidah yang
menyatakan “’kepentingan umum harus diprioritaskan
daripada kepentingan individu” (al-maslakah al-‘ammah
mugaddamah ‘ala al-maslakah al-khassah) tidak berlaku
mutlak serta sekaligus merumuskan konstruk nalar
kepentingan umum (public interest) yang ideal dan
proporsional dalam kebijakan nasionalisasi hak milik tanah
rakyat oleh negara sehingga bisa mewujudkan cita keadilan
sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan disumbangkan dari penelitian
ini adalah, pertama, secara akademis, temuan penelitian ini
dimaksudkan guna memberikan kontribusi secara teoretis untuk
pengembangan wawasan dan kajian di bidang hukum
pertanahan dan perundang-undangan, khususnya konsep
kebijakan transformasi kepemilikan tanah rakyat oleh negara
untuk kepentingan umum (at-za 'mim) di satu sisi dan konsep
nalar kepentingan umum yang dijadikan dasar oleh pemerintah
dalam berbagai aktivitas pengadaan tanah untuk pembangunan
pada sisi yang lain dalam perspektif hukum Islam.

Kedua, dari aspek pengembangan kebijakan pemerintah di
bidang hukum pertanahan, temuan penelitian ini diharapkan
dapat memberikan suntikan yang substansial dari segi normatif
hukum konsepsi kepemilikan tanah dalam Islam dan konsepsi
penguasaan negara atas sumber agraria, khususnya bidang
pertanahan, serta konsep kebijakan at-ta ‘'mim dalam perspektif
hukum Islam guna pengembangan program reformasi agraria
(land reform) yang lebih progresif, humanis, dan berkeadilan
sosial.

E. Kajian Pustaka
Kajian yang mengangkat tema agraria dalam perspektif
hukum Islam secara komprehensif, sejauh penelusuran penulis,
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bisa dibilang masih terbatas jumlahnya. Kajian-kajian yang ada
selama ini pada umumnya masih terfragmentasikan dalam
berbagai subpembahasan secara terpisah dalam berbagai kitab
yang beragam. Sebagian ada yang masuk dalam subpembahasan
dari kajian sistem ekonomi Islam, sebagian lainnya, secara
umum, masuk dalam kajian bidang fikih muamalah (figh al-
mu ‘amalah), utamanya saat mengkaji konsepsi hak milik dalam
bingkai hukum Islam (mafhzm al-kuqiq fr asy-syari ‘ah). Begitu
juga kajian tentang nalar kepentingan umum dan penguasaan
tanah (sumber daya agraria) dalam perspektif hukum Islam.
Pada umumnya, para ulama dan sarjana, utamanya ulama klasik,
mengkaji tema ini pada saat mereka menulis kitab figh al-
mu ‘amalah. Dalam karya figh al-mu ‘@malah inilah, tema terkait
penguasaan tanah (sumber daya agraria) disajikan dalam
beragam subpembahasan, misalnya dalam bab ijarah, ikya’ al-
mawat, kharaj, hima, igza * dan lain sebagainya.

Mengkaji hukum pertanahan Islam (Islamic land law)
meniscayakan adanya kajian terhadap konsep hak milik
(property rights). Hal ini karena rumusan hukum kepemilikan
yang menjadi kerangka acuan hukum (legal framework),
bagaimana perlindungan terhadap hak-hak hukum atas benda
(tanah) dan bagaimana suatu harta (tanah) diatur dalam lalu
lintas ekonomi,®® didasarkan pada konsep hak milik (property
rights).

Terdapat beberapa kajian yang mengetengahkan perdebatan
filosofis tentang konsep hak milik. Di antaranya adalah kajian
lan Shapiro yang berjudul The Evolution of Rights in Liberal
Theory.®* Maksud, orisinalitas, dan garis besar buku Saphiro
sangat menjanjikan. la telah mencoba membuat sketsa
penjelasan tentang evolusi bagian-bagian utama (teori politik

6 Dean Lueck dan Thomas J. Miceli, Property Law, Working Paper -04
(University of Connecticut, 2004), 1; Abdel Hameed Bashir, “Property
Rights, linstitutions and Economic Development: An Islamic Perspective”,
dalam Humanomics, (2002), ABI/INFORM Global, 75.

% Jan Shapiro, The Evolution of Rights in Liberal Theory (Cambridge:
Cambridge University Press, 1986).



22

liberal) yang secara historis sensitif dan berguna untuk
memahami bentuk-bentuk teori hak milik yang dominan dalam
setiaqp momen sejarahnya.®® Dalam analisisnya, Shapiro
menggunakan struktur hak (a structure of rights), meliputi
subjek, substansi, dasar, dan tujuan hak.®® Struktur ini ia
gunakan untuk mengkaji keragaman pandangan tentang hak dari
kesatuan  perspektif (a unified perspective). Dengan
mendasarkan pada kerangka berpikir Thomas Hobes (1588-
1679), yang menurut Shapiro merupakan tokoh yang
memainkan peran sentral dalam momen transisi dari feodalisme
akhir ke kapitalisme awal, Shapiro menyatakan bahwa secara
alamiah setiap orang memiliki hak yang tidak terbatas pada saat
belum ada sistem kekuasaan. Sebaliknya, setelah ada kontrak,
setiap orang hanya berhak atas hak yang diperbolehkan oleh
hukum. Lebih jauh, Shapiro menegaskan bahwa hak milik
pribadi adalah hak yang ada pascakontrak yang diberikan oleh
negara.’’” Hak merupakan kemampuan untuk melakukan
tindakan secara otonom, sementara hukum merupakan
pembatasan yang ditetapkan dari luar. Menurut penulis, Saphiro
dengan karyanya ini telah memberikan kontribusi pada teori
politik dengan mengidentifikasi rencana penelitian yang
bermanfaat.

Kajian filosofis tentang konsep hak milik juga dilakukan
oleh T.M. Knok. Dalam bukunya Hegel’s Philosophy of Right,
ia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk
mengimplementasikan kehendaknya pada ruang publik.
Substansi hak yang dimiliki oleh seseorang memberikan otoritas
bagi orang tersebut untuk menggunakan hak sesuai
keinginannya.®®

% Ibid., 301.

% Ibid., 14.

57 Ibid., 40-41.

8 T.M. Knox, Hegel’s Philosophy of Right (London: Oxford University
Press, 1969), 41.
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Diskursus teoretis seputar konsep hak milik juga bisa
dilihat dalam artikel Edwin G. West yang berjudul Property
Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J. S.
Mill.%*® Dalam kajiannya ini, Edwin mengetengahkan beberapa
pandangan terkait teori hubungan hak milik pribadi, hak milik
masyarakat, dan hak milik negara. Pertama, hak komunal
merupakan hak yang sejak awal lahir dalam sejarah umat
manusia sebagai hak alamiah, sedangkan hak individu,
meskipun sudah ada, masih bersifat artifisial. Hak milik
bersama ini bisa menjadi hak milik pribadi sebab penguasaan,
perolehan, pembelian dan sejenisnya. Negara dalam konteks ini
adalah pihak yang mengatur dan menetapkan hak milik pribadi
karena adanya hubungan antara subjek dan objek dalam bentuk
usaha. Pandangan ini dinyatakan oleh Cicero, David Hume, dan
Hugo Grotius. Kedua, hak milik pribadi merupakan hak yang
paling utama karena ia merupakan hak asasi yang fundamental.
Manusia dapat mengembangkan dirinya sepenuhnya sebab hak
milik pribadi yang dimilikinya. Pandangan ini didasarkan pada
tiga asumsi dasar. Pertama, setiap manusia peduli dan
bertanggung jawab penuh atas apa yang menjadi hak miliknya.
Kedua, stabilitas sosial akan tercipta manakala setiap orang
bertanggung jawab terhadap kepemilikannya masing-masing.
Ketiga, hak milik komunal cenderung memicu lahirnya
percekcokan. Pandangan ini didukung oleh Thomas Aquinas,
seorang filsuf penerus gagasan Aristoteles, Samuel Freiherr von
Pufendorf, dan John Locke.”® Sketsa perdebatan politis ini
menggambarkan adanya tarik ulur posisi dan peran individu,
masyarakat dan negara dalam penguasaan hak milik.

% Edwin G. West, “Property Rights in the History of Economic Thought:
From Locke to J. S. Mill,” Carleton Economic Papers 01-01
(Carleton University, Department of Economics), 1-35.
http://www.carleton.ca/economics/wp-content/uploads/cep01-01.pdf.

" hid. Baca juga, Maria, S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008),
135-138.
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Bernhard Heitger dalam artikelnya Property Rights and the
Wealth of Nations: Across-Country Study” menyajikan
pemetaan tentang diskursus konsep hak milik antara mazhab
kapitalis dan sosialis. Menurut Bernhard, di kalangan pemikir
Barat dan Islam, diskursus seputar property rights telah menjadi
perdebatan yang cukup menarik antara dua aliran. Pertama,
aliran atau mazhab yang berpandangan bahwa kepemilikan
mutlak bersifat individual. Pandangan ini didukung oleh Adam
Smith, Mill, Malthus, dan Francgois Facchini. Kedua, aliran yang
berpandangan sebaliknya, yaitu bahwa kepemilikan mutlak
bersifat komunal. Pandangan ini dikemukakan oleh Karl Marx
dan Frederic Engels. Keduanya menyerukan penghapusan hak
milik individu. Lebih jauh, dari kajian ini, Heitger menyajikan
hipotesis sentral yang menyatakan bahwa hak milik pribadi dan
supremasi hukum yang terjamin merupakan penentu penting
bagi pertumbuhan ekonomi.”

Sementara itu, untuk kajian yang membahas konsep hak
milik dalam Islam dapat dibaca dalam karya Muhammad H.
Behesti yang bertajuk Ownership in Islam. Karya ini membahas
asal-usul kepemilikan, tingkat kepemilikan, dan cara perolehan
hak milik. Karya ini tidak memberikan penjelasan secara rinci
terkait kepemilikan atas tanah. Perlindungan terhadap hak milik
dalam Islam, menurut Behesti, diakui sebagai hak yang bersifat
alamiah (human nature).” Selain karya Behesti, Siti Mariam
Malinumbay dalam risetnya yang berjudul The Concept of Law
Ownership: Islamic Perspective menuturkan bahwa diskursus
kepemilikan tanah tidak hanya terkait dengan wacana sosial dan
hukum unsich, tetapi juga berkait berkelindan dengan aspek
politik, khususnya terkait dengan isu kebebasan, kekuasaan, dan
segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan aset. Lebih jauh,

"' Bernhard Heitger, “Property Rights and the Wealth of Nations: Across-
Country Study,” Cato Journal 23, no. 3 (Winter, 2004): 381-402.

2 1bid., 399.

 Muhammad H. Behesti, Ownership in Islam, terj. Lukman Hakim
(Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992).
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Malinumbay menyatakan bahwa untuk menjaga harmoni
kepentingan antarindividu, negara mempunyai otoritas untuk
membuat berbagai regulasi yang terkait dengan kepemilikan
atas tanah. Oleh Kkarenanya, tegas Malinumbay, konsep
kepemilikan dalam Islam berbeda dengan konsep Kapitalis dan
Marxis.’*

Senada dengan Malinumbay, hak kepemilikan atas tanah
tidak hanya terkait dengan masalah hukum semata juga
dinyatakan oleh Nuzhat Igbal dalam artikelnya The Concept of
Law Ownership in Islam and Proverty Alleviation in Pakistan.
Dalam artikel ini, Igbal menyatakan bahwa konsep kepemilikan
sangat berhubungan dengan politik ekonomi yang secara
sistemik perlu dibuat sistem kelembagaannya. Salah satu tesis
yang diajukan Igbal melalui artikelnya ini ialah bahwa
kepemilikan individu dibatasi oleh batasan-batasan sosial
keagamaan dan kewajiban sebagai warga negara dalam konteks
distribusi kekayaan secara adil dan merata.”™

Francois Facchini, seorang profesor madya di Universitas
Paris 1 Panthéon-Sorbonne dan sekaligus anggota dari Pusat
Ekonomi Sorbonne (Prancis), telah melakukan kajian yang
cukup menarik terkait relasi antara Islam dan pembangunan
ekonomi. Dalam artikelnya yang berjudul Islam and Private
Property,’® ia menyatakan bahwa relatif tidak adanya kebebasan
ekonomi di negara-negara dunia muslim dapat dijelaskan oleh
sejarah hukum di kalangan muslim, lebih khusus lagi oleh
konsepsinya tentang hak milik. Bagi Facchini, hal ini
menunjukkan bahwa kendala utama munculnya kepemilikan

™ Siti Mariam Malinumbay S. Salasal, “The Concept of Land Ownership:
Islamic Perspective,” Buletin Geoinformasi 2, no.2 (Desember 1998): 285-
290.

75 Igbal, “The Concept of Land,” 649-650.

® Frangois Facchini, “Islam and Private Property,” 1%t Workshop of the
European Network on the Economics of Religion (ENER) in Granada, Spain,
16-17 November (2007) JEL Classification: KOO, N23: 1-16.
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pribadi adalah persoalan status tanah, yang berasal dari
dominasi kekhalifahan pertama.”’

Sementara itu, kajian tentang konsepsi kepemilikan,
khususnya yang membahas fitur kepemilikan Islam yang
mengakui tiga konsep kepemilikan, yaitu kepemilikan individu
(al-milkiyyah al-khassah), kepemilikan umum (al-milkiyyah al-
‘ammabh), dan kepemilikan negara (al-milkiyyah ad-daulah), di
antaranya dilakukan oleh lbrahim ‘Abd al-Latif Ibrahim al-
‘Abidt.”®

Dalam kajiannya yang bertajuk al-Milkiyyat as-Salds:
Dirasah ‘an al-Milkiyyat al-‘4mmah wa al-Milkiyyat al-
Khassah wa Milkiyyat ad-Daulah fr an-Nizam al-Igtisadr al-
Islamz, al-°Abidi menegaskan bahwa kepemilikan Islam lebih
berdimensi publik. Kepemilikan individu diperbolehkan secara
hukum kecuali dalam hal-hal primer yang diperlukan oleh
masyarakat (al-asyya’ ad-darariyyah li al-mujtama‘). Segala
sesuatu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup
masyarakat, yang mana kehidupan masyarakat akan terganggu
jika individu mengontrol dan menguasainya, hal itu tidak boleh
dimiliki oleh individu.

Pada sisi yang lain, kata al-*Abidi, Islam mengakui adanya
kepemilikan pribadi tanpa harus mengabaikan kepemilikan
publik, tidak seperti teori ekonomi kapitalisme yang terlalu
mengagungkan  kepemilikan pribadi dan sosialisme yang
berusaha menghapuskan kepemilikan individu. Kepemilikan
publik, dalam pandangan al-*Abidi, mencakup berbagai sumber
kekayaan penting yang menjadi hajat hidup seluruh masyarakat.
Sementara itu, kepemilikan negara berbeda dengan kepemilikan
publik. Kedua bentuk kepemilikan ini berbeda dari segi
hukumnya. Pemilik dari kepemilikan publik adalah umat,

™ 1bid., 1.

78 Tbrahim ‘Abd al-Latif Ibrahim al-‘Abidi, al-Milkiyyat as-Salds: Dirdasah
‘an Milkiyyah al-‘Ammah wa al-Milkiyyah al-Khassah wa Milkiyyah ad-
Daulah fi Nizam al-Iqtisadi al-Islami (Dubai: Dairah asy-Syu’tn al-
Islamiyyah wa al-°Amal al-Khayari, 2009), 133-136.
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sementara pemilik kepemilikan negara adalah negara itu sendiri
yang notabene sebagai institusi publik yang memiliki otoritas
untuk mengatur pranata sosial dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Meskipun tidak memfokuskan kajiannya pada ketiga model
kepemilikan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim al-
‘Abidi di atas, Muhammad ‘Abd al-Fattah al-°Ajltni dalam
karyanya Afkar wa Mafahim fr al-lgtisad al-Islami juga
membahas ketiga model kepemilikan tersebut dalam bingkai
sistem ekonomi Islam. Selaras dengan pandangan Ibrahim al-
‘Abidi, al-‘Ajlani juga menyatakan bahwa masyarakat Islam
bukanlah seperti masyarakat kapitalis yang hanya meyakini
kepemilikan individu saja dan juga bukan seperti masyarakat
sosialis yang hanya mengakui eksistensi kepemilikan publik
belaka, melainkan masyarakat yang mengakui eksistensi tiga
model kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan
publik dan kepemilikan negara. Masyarakat Islam juga tidak
dianggap sebagai masyarakat yang mencampurkan dua
kepemilikan. Sebaliknya, ini adalah prinsip Islam yang memang
berbeda sama sekali dan sistem ekonomi Islam adalah bagian
tak terpisahkan darinya.

Lebih jauh, al-‘Ajlini menegaskan bahwa termasuk
kesalahan adalah pandangan yang menyatakan bahwa
masyarakat Islam merupakan masyarakat kapitalis, meskipun ia
mengizinkan kepemilikan individu atas modal dan dan alat-alat
produksi, karena kepemilikan individu dalam konsepsi Islam
bukan termasuk prinsip dan kaidah umum. Suatu kesalahan juga
untuk menyebut masyarakat Islam sebagai masyarakat sosialis,
meskipun ia mengadopsi prinsip kepemilikan publik dan
kepemilikan negara atas sejumlah kekayaan dan modal, karena
konstruk sosialis atas kepemilikan sosial bukanlah aturan umum
dalam konsepsi Islam.”® Pandangan semacam ini jauh
sebelumnya juga pernah dinyatakan oleh Sa‘idd Aba al-Futiih

" Muhammad ‘Abd al-Fattah al-‘Ajliini, Afkar wa Mafahim fi al-Iqtisad
al-Islamit (Yordan: Dar al-Ma’man li an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 2012), 58.
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Muhammad Basytni dalam Kkaryanya al-Hurriyah al-
Igtisadiyyah fr al-Islam wa Asaruha fi at-Tanmiyyah,®
Muhammad Bagir Sadr dalam al-Majmi ah al-Kamilah i
Mu allafat as-Sayyid Muhammad Bagir as-Sadr,®! dan Na‘Tmah
Syaman dalam karya akademiknya yang berjudul al-Islam
baina Keynez wa Marks wa Huqiiq al-Insan f7 al-Islam.®?

Hasil penelitian lain terkait dengan hukum pertanahan
dalam perspektif Islam juga dilakukan oleh at-Tahanuwi dalam
kitabnya yang berjudul Azkam al-Aradr.®® Demikian juga kajian
Muhammad ‘Abd al-Jawwad, Milkiyyah al-Aradr fi al-Islam:
Tahdid al-Milkiyyah wa at-Ta’mim. Dalam kitabnya ini, ‘Abd
al-Jawwad memaparkan bahwa proses pengambilalihan kembali
hak milik (tanah) seseorang oleh negara atau pemerintah dalam
perundang-undangan tanah Islam dibedakan ke dalam tiga
konsep, yaitu takdid al-milkiyyah, at-fa’mim dan musadarah.®*
Konsep kebijakan nasionalisasi aset tanah rakyat oleh negara
yang menjadi konsen kajian penulis merujuk pada konsep at-
ta’mim dari ketiga istilah tersebut. Meskipun fokus kajian al-
Jawwad ini sama dengan bagian dari fokus kajian penulis,
kajian mendalam dan kritik nalar kepentingan umum (public
interest, al-maslakah al-‘ammah) yang penulis lakukan kurang
dieksplorasi dalam karya al-Jawwad ini. Dari perspektif inilah,
ada perbedaan antara kajian penulis dan kajian yang dilakukan
oleh al-Jawwad.

8 Sa’1d Abi al-Futih Muhammad Basyini, al-Hurriyah al-lgtisadiyyah fi
al-Islam wa Asaruhd fi at-Tanmiyyah (al-Qahirah: Dar al-Wafa’ 1i at-Tiba’ah
wa an-Nasyr, 1988), 83.

8 Muhammad Bagir as-Sadr, al-Majmi ‘ah al-Kamilah (Beiriit: Dar at-
Ta’aruf li al-Matbi‘at, 1990), 280.

8 Na’Imah Syiiman, al-Islam baina Keynez wa Marks wa Hugiiq al-Insan
fi al-Islam (Damaskus: Ittihad al-Kitab al-*Arab, 2000), 51.

8 Hamid Ibn Sabir al-Fariiqi at-Tahanuwi, al-4hkam al-Aradr (Riyad:
Maktabah al-Malk Fahd, 2001).

8 Muhammad ‘Abd al-Jawwad, Milkiyyah al-Arddr fi al-Islam: Tahdid
al-Milkiyyah wa at-ta 'mim, (al-Qahirah: at-Taba‘ah al-‘Alamiyyah, 1391 H),
232-233.
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Selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh Mahmoud A.
Gulaid yang bertajuk Land Ownership in Islam. Buku ini
mengetengahkan  pembahasan  konsep hak kepemilikan
(ownership rights), macam-macamnya berikut pengaturannya
dengan mendasarkan pada pemikiran ulama klasik dan praktik
pengaturan tanah dalam sejarah Islam, yaitu pada era Ottoman
Turki. Terkait dengan macam-macam hak milik atas tanah, A.
Gulaid membagi hak milik atas tanah menjadi tiga, yaitu hak
milik individu, hak milik komunal, dan hak milik negara. Hak
milik individu atas tanah harus tunduk pada batasan-batasan
syariat yang implementasinya dibuat oleh pemerintah sebagai
pemegang otoritas yang sah.®® Kajian Ghulaid ini pada dasarnya
senada dengan kajian yang pernah dilakukan Muhammad ‘Abd
Allah al-‘Arabi yang mengungkap dimensi kepemilikan
individu dan batasan-batasannya menurut hukum Islam. Kajian
‘Abd Allah al-*Arabi tersebut termaktub dalam karyanya yang
berjudul al-Milkiyyah al-Khassah wa Hudiiduha f7 al-1slam .8

Dalam karyanya yang lain, Effect of Islamic Laws and
Institutions on Land Tenure with Special Reference to Some
Muslim Countries,®” Gulaid lebih lanjut membahas seputar
ragam struktur agraria di berbagai negara muslim, struktur
kepemilikan tanah dan cakupan fragmentasinya serta
determinasi kepemilikan modal. Kajian Gulaid dalam karyanya
ini menunjukkan  bahwa  sistem  campuran  yang
direpresentasikan dalam model struktur penguasaan dan
kepemilikan tanah bersifat dinamis, fleksibel, dan untuk semua
tujuan praktik, mampu memenuhi kebutuhan umat muslim.
Namun, betapa intensifnya sistem yang digunakan di setiap

& Mahmoud A. Gulaid, Land Ownership in Islam (Jeddah: Islamic
Research and Training Institute, 2001), 10-25.

8 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi, “al-Milkiyyah al-Khassah wa
Hudiiduha fi al-Islam,” Dirasat fi al-Islam al-‘Adad ar-Rabi’ wa as-Salasiin
(al-Qahirah: al-Majlis al-A’la li asy-Syu’tn al-Islamiyyah, 1964).

8 Mahmoud A. Gulaid, Effect of Islamic Laws and Institutions on Land
Tenure with Special Reference to Some Muslim Countries (Jeddah: Islamic
Research and Training Institute, 2002), 37.
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negara muslim dapat bervariasi. Ini menunjukkan adanya
keragaman yang besar di antara negara-negara muslim karena
pada kenyataannya, tidak semuanya menerapkan hukum syariat
dengan intensitas dan tujuan yang sama.

Selanjutnya, kajian yang terkait dengan pemaknaan
property rights dan institusionalisasi hak milik dalam Islam
dapat dilihat pada, misalnya, karya M. Siraj Sait dan Hilary Lim
yang berjudul Land, Law and Islam: Property and Human
Rights in Muslim World. Di awal pembahasannya, Sait dan
Hilary Lim, dengan mengutip pandangan Abdul Rauf (1984),
menyatakan bahwa konsep “kepemilikan ganda” (dual
ownership; human being-God) merupakan salah satu fitur
khusus dari doktrin ekonomi Islam. Lebih lanjut, ia menyatakan
bahwa Islam melindungi dan mendukung hak pribadi untuk
memiliki apa saja yang mungkin bisa didapatkan, melalui cara-
cara yang sah dan ini merupakan hak suci (a sacred right).
Namun, kepemilikan manusia sangat dipengaruhi oleh
pemahaman teologis bahwa segala sesuatu, pada akhirnya,
adalah milik Allah Swt. semata. Apa yang tampaknya menjadi
kepemilikan sebenarnya adalah soal perwalian, di mana kita
memiliki wewenang sementara untuk mengatur dan
memanfaatkan kepemilikan tersebut. Buku ini juga berusaha
untuk mengatasi kesenjangan dalam hal minimnya literatur yang
memadai terkait bagaimana prinsip-prinsip dan praktik Islam
dalam masalah penguasaan tanah, mengingat banyak ulasan
global tentang penguasaan tanah dan strateginya namun gagal
untuk memperhitungkan prinsip-prinsip  dan praktik Islam
karena ia dianggap sudah tidak relevan lagi.®

Kajian mengenai konsepsi tanah dan hak milik (property
rights) dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang
cukup dinamis dan strategis, utamanya dalam menentukan
kebijakan dan desain proyek. Di samping itu, konsep hukum

8 M. Siraj Sait dan Hilary Lim, Land, Law and Islam: Property and
Human Rights in Muslim World (London & New York: Zet Books, 2006), 1-
2.
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tanah dan property rights tidak hanya dimaknai sebagai aset
yang bersifat fisik saja, tetapi juga mencakup setiap hak yang
mempunyai nilai dan konsekuensi ekonomis dan sosial-agama
(socio-religious). Persepsi semacam ini, misalnya, disampaikan
oleh E. Barton dalam artikelnya Property Rights and Human
Rights: Effeciency and Democracy as Criteria For Regulatory
Reform. Dalam artikelnya ini, Barton menyatakan bahwa
property rights merupakan manifestasi dasar kebebasan sebagai
konsekuensi dari prinsip demokrasi.® Senada dengan Barton,
Kim dan T. Mahoney juga menyatakan bahwa property rights
merupakan hak seseorang atas berbagai sumber legal yang
dimilikinya, baik hak untuk menggunakan maupun untuk
mengalihkannya pada orang lain.® Terkait dengan kajian dasar-
dasar metodologi hukum pertanahan dan kaitannya dengan
berbagai isu kemanusiaan dapat juga dibaca dari hasil penelitian
Sait dan Lim yang terbaru, Islam, Land and Property: Research
Series. Karya ini menjelaskan konsep hak milik atas tanah
berikut basis metodologinya yang dikaitkan dengan berbagai
isu, seperti HAM, Gender, dan philanthropy.*

Kajian berikutnya adalah karya Abdul Hameed M. Bashir
yang bertajuk Property Rights, Institution, and Economic
Development: An Islamic Perspective. Fokus kajian M. Bashir
ini adalah pada penjelasan tentang urgensi property rights untuk
dilembagakan dan diakui sebagai institusi ekonomi yang
berkekuatan hukum (legal). Negara, dalam pandangan M.
Bashir, seharusnya membuat regulasi terkait dengan hak
kepemilikan yang didasarkan pada dua nilai etika dasar, yaitu
“socio-economic-justice” (al-‘adl) dan “mutual benevolence”

8 Stephen E. Barton, “Property Rights and Human Rights: Efficiency and
Democracy as Criteria for Regulatory Reform”, Journal of Economic Issues
17, no. 4 (Desember 1983): 916.

% Jongwook Kim dan Joseph T. Mahoney, “Property Rights Theory,
Transactioan Cost Theory: An Organizational Economic Approach to Stategic
Management,” Managerial and Decision Economics (2005): 226.

% Sirat Sait dan Hilary Lim, Islam, Land and Property: Research Series
(Nairobi: UN-HABITAT, 2005).
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(al-iksan). Karya ini juga membahas praktik-praktik bisnis yang
dilarang oleh syariat.%

Masih dalam isu yang sama, Ali Akbar dalam artikelnya,
Konsep Kepemilikan dalam Islam,*® menyatakan bahwa Islam
memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk
mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan Allah
Swt. di bumi ini guna memenuhi semua tuntutan kebutuhan
hidupannya. Lebih dari itu, Akbar menegaskan bahwa konsep
kepemilikan berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki
kecenderungan dasar (fizfrah) untuk memiliki harta secara
individu, tetapi juga membutuhkan kehadiran pihak lain dalam
kehidupan sosialnya. Karenanya, harta sebagai amanat dari
Allah  Swt. harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna
mewujudkan kesejahteraan ekonomi seluruh umat manusia.

Sementara itu, Yusdani dalam artikelnya yang bertajuk
Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam®
menjelaskan bahwa konsep dasar kepemilikan dalam perspektif
hukum Islam memiliki konsep tertentu jika dibandingkan
dengan hukum perdata, kapitalisme dan sosialisme, terutama
dalam hal sumber kepemilikan. Dalam kajiannya, Yusdani
menyatakan bahwa sumber-sumber kepemilikan dalam sudut
pandang Islam adalah ikya’ al-mawat, khalafiyat, dan tawallud
min mamlazk. Konsep akad atau transaksi merupakan sumber
kepemilikan dalam hukum sosial Islam. Karenanya, seorang
muslim harus mengembangkan jenis-jenis baru akad sesuai
dengan prinsip bebas dari kontrak dalam hukum Islam. Untuk
mengembangkan jenis-jenis baru akad dalam hukum Islam,
Yusdani mengingatkan bahwa hal ini sangat penting dalam
konteks merespons perkembangan masalah sosial modern.

2 Abdul Hameed M. Bashir, “Property Rights, Institutions and Economic
Development: An Islamic Perspective,” Humanomic 18 (2002): 75-86.

9 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam,” Jurnal Ushuluddin 18,
no. 2 (Juli 2012): 124-140.

% Yusdani, “Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam,” Al-
Mawarid 9 (2003): 58-69.
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M. Siraj Sait dalam research paper-nya, The Relevance of
Islamic Land Law for Policy and Project Design, mencoba
mengkaji sejauh mana relevansi hukum pertanahan Islam dalam
kerangka menentukan kebijakan pemerintah berikut desain
proyeknya. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa hukum
pertanahan Islam sebagai strategi suplemental dalam pelayanan
tujuan pembangunan internasional dan hak atas tanah dipandang
sebagai upaya yang relatif baru. Pengalaman komunitas
internasional menyebarkan hukum Islam di bidang lain, seperti
perlindungan lingkungan dan keuangan Islam, menawarkan
semacam model panduan yang berharga dan ragam metodologi
yang memungkinkan untuk diaplikasikan. Lebih dari itu, Siraj
Sait secara singkat juga menguraikan Global Land Tool
Network (GLTN) dalam mengembangkan pendekatan
suplemental hukum pertanahan Islam sebagai bagian dari
inisiatif untuk menciptakan alat lahan yang inovatif, terjangkau,
berperspektif keadilan gender dan dapat diskalakan. Hak-hak
kesetaraan perempuan muslim ditawarkan sebagai studi kasus
praktis. Menurutnya, konsepsi hukum pertanahan Islam sendiri
adalah bidang kajian yang baru muncul dan tantangan untuk
memanfaatkan potensinya sangat menarik.*®

Sebagaimana penulis singgung di awal, khusus terkait
kajian yang mengangkat problem kepemilikan tanah dalam
konsepsi hukum Islam memang relatif masih jarang dilakukan,
untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Sejauh
penelusuran penulis, hanya terdapat beberapa karya yang
mencoba untuk memfokuskan kajiannya pada tema ini. Di
antara kajian langka tersebut adalah karya Muhammad ‘Al Nasr
Allah yang berjudul Tazir Nizam Milkiyyah al-Aradr fr al-1slam.
Dalam karyanya ini, ‘Ali Nasr Allah mengkaji sejarah
perkembangan sistem kepemilikan tanah mulai dari model

% M. Siraj Sait, “The Relevance of Islamic Land Law for Policy and
Project Design,”  Conference on Challenges for Land Policy and
Administration, 14-15 February (Washington DC: The World Bank, 2008): 1-
13.
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sistem kepemilikan tanah dan metode produksi pertanian
sebelum Islam, kepemilikan tanah di masa awal Islam,
perkembangan distribusi tanah di era pemerintahan Umayyah
hingga dampak kepemilikan tanah terhadap sistem politik dan
administrasi selama pemerintahan Umayyah.®® Secara lebih
spesifik, ‘AlT Nasr Allah juga melakukan kajian evolusi sistem
kepemilikan tanah dalam Islam, utamanya model tanah-tanah di
wilayah as-Sawwad di Irak.%’

Sementara itu, Muhammad Najman Yasin, dengan
menggunakan  pendekatan  sejarah, melakukan  kajian
kepemilikan tanah negara dalam Islam untuk konteks tanah as-
Sawafi mulai era kepemimpinan Rasulullah saw. hingga akhir
pemerintahan Umayyah dan pengaruhnya terhadap ekonomi,
sosial dan politik.”® Sebelum Najman Yasin, ‘Abd al-Mahdi
‘Abd al-Hadi Misri pada dasarnya telah lebih dulu mengkaji
kepemilikan tanah negara dalam Islam untuk konteks tanah as-
Sawafi, tetapi dari perspektif ekonomi Islam.®® Problem
kepemilikan tanah dalam perspektif Islam juga telah dikaji oleh
pemikir muslim kenamaan Aba al-A‘la al-Maudadi dalam
karyanya yang berjudul Mas’ alah Milkiyyah al-Ardi fi al-
Islam. 1%

Selanjutnya, kajian yang membahas tema seputar kebijakan
negara sebagai regulator dalam konteks pembatasan
kepemilikan tanah rakyat, khususnya kebijakan nasionalisasi

% Muhammad ‘Ali Nasr Allah, Tatir Nizam Milkiyyah al-Aradi fi al-
Islam (Beirtt: Dar al-Hadasah li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1982).

9 ¢AlT Nasr Allah, Tatir Milkiyyah al-Arvadr fi al-Islam: Namiizaj Aradi
as-Sawwad (Beirtit: Dar al-Hadasah li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi,
1982).

% Muhammad Najman Yasin, Ard as-Sawafi; al-Ard al-Khdssah bi ad-
Daulah fi al-Islam munz ‘Asr ar-Risalah hatta Nihayah al-‘Asr al-Umawi
(Beirat: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 2014).

9 <Abd al-Mahdt ‘Abd al-Hadi Mist, al-Ard al-Khdssah bi ad-Daulah fi
al-Islam: Ard as-Sawafi (Abhas fi al-Iqtisad al-Islami) (Yordan: Dar Umm al-
Qurd, 1989).

100 Abii al-*‘A’1a al-Maudiidi, Mas’alah Milkiyyah al-Ardi fi al-Islam,
tarjamah Muhammad Asim al-Haddad, cet. ke-2 (al-Ahwar-Pakistan: Dar al-
‘Artibah li ad-Da’wabh al-Islamiyyah, 1969).
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kepemilikan tanah individu untuk kepentingan umum (at-
ta’mim), juga sudah pernah dibahas oleh para pengkaji
sebelumnya. Namun, sejauh penelusuran penulis, konstruk nalar
kepentingan umum (al-maslakah al-‘ammah) yang dijadikan
basis kebijakan dimaksud belum dielaborasi secara lebih
komprehensif oleh para pengkajinya.

Farid Muhammad al-Khatib, misalnya, dalam kajian
tesisnya yang berjudul Taiwil al-Milkiyyah al-‘4mmah ila
Milkiyyah Khassah: Diragsah Fighiyyah Mugaranah bi al-
Qanan, menyatakan bahwa peran negara dalam perekonomian
Islam tidak saja terwakili dalam peran negatif (bidaurin
salbiyyin yang hanya mementingkan masalah pertahanan,
keamanan dan peradilan unsich. Sebaliknya, peran negara juga
bersifat positif (daurun zjabiyyun) yang didasarkan pada
penyediaan segala sesuatu yang akan membawa manfaat bagi
warganya, dan mencegah segala sesuatu yang mengganggu
mereka dari berbagai masalah yang mengkhawatirkan serta
dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan lainnya.'®
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa kepemilikan merupakan hak
yang menjadi milik pemiliknya, yang mana ia berhak untuk
menasarufkannya sesuai dengan batasan-batasan yang telah
ditetapkan olenh Allah Swt. Yang menarik dari Kkajian
Muhammad al-Khatib ini dan ini yang berbeda dari pandangan
mainstream termasuk penulis ialah hasil temuan kajiannya yang
menyatakan bahwa hak atas properti tidak bisa menjadi fungsi
sosial (al-wazifah al-ijtima ‘iyyah), melainkan hak seperti semua
hak lainnya. Meskipun demikian, seperti halnya pandangan
mainstream, ia juga menyatakan bahwa karena statusnya
sebagai hak, tidak ada larangan untuk mengambil dari
pemiliknya manakala ia memang diperlukan. Penguasa, dalam
konteks ini, memiliki otoritas untuk mengintervensi dalam

101 Farid Muhammad al-Khatib,Tahwil Milkiyyah al-‘Ammah ila
Milkiyyah al-Khassah: Dirasah Fighiyyah Muqaranah bi al-Qanin (al-
Qahirah: Jami‘ah al-Qahirah, Kulliyah Dar al-‘Ulim, Qism asy-Syari‘ah al-
Islamiyyah, 2001), 346.
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mengatur properti dan menetapkan hukum yang sesuai dan ia
harus memberi kompensasi kepada setiap orang yang
kepemilikannya diambil alih. Dalam kasus ini, kepentingan
umum merupakan prinsip yang membimbing penguasa untuk
mengambil  kebijakan yang membawa kebaikan bagi
masyarakat.%?

Kajian selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh
Ahmad Al Saadi dalam artikelnya yang berjudul al-Milkiyyah
al-‘Ammah fi al-Islam: Nazrah Fighiyyah Ta’siliyyah. Dalam
artikelnya ini, Al Saadi menyatakan bahwa menurut tren yang
paling kuat dalam fikih Islam, negara tidak berhak untuk
membelanjakan kepemilikan publik, kecuali dengan mengawasi
penggunaannya, dan berusaha mencegah konflik di antara
manusia yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Oleh sebab
itu, menurut Al Saadi, setiap harta yang belum diintervensi oleh
usaha manusia dan harta itu menjadi hajat hidup orang banyak
maka individu dan kelompok harus dicegah untuk tidak
memiliki harta itu secara penuh. Dalam konteks ini, penguasa
diperbolehkan untuk memberikan sebagian dari harta publik ini
kepada beberapa orang sebagai tanah milik untuk diambil
manfaatnya (iqza ‘u intifa ‘), bukan sebagai hak milik untuk suatu
kemaslahatan. Menurut Al Saadi, di antara penerapannya adalah
bahwa nasionalisasi tidak diperbolehkan menurut peraturan
yang diadopsi oleh pemerintah Arab pada abad yang lalu. Akan
tetapi, jika penguasa melihat adanya kemaslahatan publik dalam
kebijakan nasionalisasi beberapa properti dengan atau tanpa
kompensasi yang adil dan hal itu memang sangat mendesak
untuk dilakukan, ia dapat melakukannya karena secara umum
penasarufan dana publik dan kekayaan negara oleh penguasa
bergantung pada kepentingan publik.?%®

102 1hid., 369-370.

103 Ahmad as-Sa‘di, “al-Milkiyyah al-‘Ammah fi al-Islam: Nazriyyah
Fighiyyah Ta’siliyyah,” Giimiishane Universitesi llahiyat Fakiiltesi Dergisi 2,
c. 1, sayi: 2 (2012): 266-286.
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Sementara itu, Haddawi ‘Ayadah dalam artikelnya yang
bertajuk al-Mafham al-Mu ‘asir li Amlak ad-Daulah al-Khassah
mencoba membuat pendekatan hukum terhadap konsep modern
tentang kekayaan negara, berdasarkan gagasan bahwa
perampasan properti oleh negara pada dasarnya bukanlah
sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana penguasaan negara di
berbagai sektor dan bidang agar menempatkan negara pada arah
konsepsinya tentang layanan publik.1®

Khusus terkait kajian tentang konsep nasionalisasi tanah
individu menjadi kepemilikan publik oleh negara (at-ta 'mim)
dalam perspektif hukum Islam juga masih relatif jarang
dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Konsep nasionalisasi
ini terbilang tema baru dalam kajian fikih. Istilah at-za 'mim ini
nyaris tidak ditemukan dalam kajian fikih Kklasik. Sejauh
penelusuran penulis, ada beberapa sarjana modern yang
mencoba mengangkat tema ini dalam kajian mereka.

Di antaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Sa‘d ad-
Din Mus‘ad Hilali dalam karyanya al-Jadid f7 al-Figh as-Siyast
al-Mu ‘asir. Dalam kajiannya ini, Mus‘ad Hilali menyatakan
bahwa istilah at-za 'mim dalam konvensi ekonomi sosialis adalah
kepemilikan pemerintah atas industri atau alat produksi pada
level nasional. Nasionalisasi dalam pengertian ini, menurut
Mus‘ad Hilali, muncul -untuk pertama kalinya- bersamaan
dengan terjadinya revolusi Bolshevik di Uni Soviet pada tahun
1917 M, di mana negara-negara menggulingkan kepemilikan
pemilik pabrik untuk menjadi kepemilikan umum negara.l®
Sementara itu, kajian yang mencoba untuk mengungkap sebab-
sebab yang melatarbelakangi munculnya ide nasionalisasi ini
dilakukan oleh beberapa peneliti semisal Abu al-Futth

104 Haddawi ‘Ayadah, “al-Mafhiim al-Mu’asir li Amlak ad-Daulah al-
Khassah”, Majallah al-Manar li al-Buhiis wa ad-Dirasat al-Qaniniyyah wa
as-Siyasiyyah 1, no 1 (2017): 239-255.

105 Sa‘d ad-Din Mus‘ad Hilali, al-Jadid fi al-Figh as-Siyasi al-Mu asir
(al-Qahirah: Maktabah Wahbah 1i an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 2011). 37.
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Muhammad Basyiini,'® ‘Abd as-Salam al-‘Tbadi,’*’ dan Fahd
ibn ‘Abdillah al-‘Umari.*%®

Adapun karya akademik yang menyajikan disparitas
pandangan hukum di kalangan ulama antara yang pro dan
kontra dalam memersepsi konsep nasionalisasi aset tanah (at-
ta’mim) dapat dilihat dalam karya Muhammad ‘Alf al-Khafif 1%
karya Muhammad Fathi ‘Usman,'® karya ‘Abd Allah
Kannan,'** karya Muhammad Yasuf Misa,''? dan lain
sebagainya. Menurut hemat penulis, kajian-kajian para sarjana
ini terkesan masih bersifat deskriptif dan kurang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis kiranya dapat
menegaskan bahwa kajian tentang sistem penguasaan dan
kepemilikan tanah serta nasionalisasi aset individu oleh negara
dalam perspektif hukum Islam secara lebih sistematis,
mendalam dan komprehensif belum ada yang mengkaji, baik
oleh ulama Kklasik maupun oleh sarjana modern. Oleh
karenanya, penelitian ini, sejauh survei penulis, benar-benar
kajian yang orisinal.

F. Kerangka Teori
Dalam kerangka mengkaji beberapa persoalan dalam
disertasi ini, penulis mengelaborasi beberapa perspektif teori

106 Abii al-Futiih Muhammad Basytini, al-Hurriyyah al-Igtisadiyyah fi al-
Islam wa Asaruha fi at-Tanmiyah, cet. ke-1 (al-Qahirah: Dar al-Wafa’ li at-
Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘ al-Manstirah, 1988), 165.

07 <Abd as-Salam al-‘Ibadi, al-Milkiyyah fi asy-Syari‘ah al-Islamiyyah,
juz 2 (Oman: Matabi’ Wizarat al-Auqaf wa asy-Syu’an wa al-Muqaddasat al-
Islamiyyabh, t.t.), 333-334.

108 Fahd ibn ‘Abdillah al-‘Umari, Naz’ al-Milkiyyah al-Khassah wa
Ahkamiha fi al-Figh al-Islami (Saudi Arabia: Jami’ah li al-Imam Muhammad
bin Sa’ud al-Islamiyyah, 2003), 529.

109 < A1 al-Khafif, Buhiis wa Magalat fi at-Tasyri* al-Islami, cet. ke-1 (al-
Qabhirah: Dar al-Fikr al-°Arabi, 2010), 120-121.

110 Muhammad Fathi ‘Usman, al-Fikr al-Islam? wa at-Tatawwur, cet. ke-3
(ttp.: ad-Dar as-Su‘tdiyyah, 1985), 60.

111 < Abd Allah Kanniin, al-Isiam Ahda, cet. ke-2 (Beiriit: Dar as-Saqafah,
1984), 16

12 Muhammad Yiisuf Misa, al-Islam wa al-Haiah: Dirasat wa Taujihat

(ttp.: Maktabah Wabhah, 1961), 124.
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sebagai alat bantu analisis dalam penelitian ini. Beberapa teori
sebagaimana dimaksud penulis paparkan sebagai berikut.

1. Teori Hak Milik (Theory of Property Rights)

Perkembangan konsep hak milik (property rights) dengan
hukum kepemilikan (property law) telah menjadi diskursus
yang menarik dan berkait berkelindan dengan kajian hukum,
sosial, politik dan ekonomi. Kajian tentang konsepsi hak milik
dan hukum kepemilikan ini penting karena menjadi kerangka
acuan (legal framework) bagaimana penguasaan dan
perlindungan terhadap hak-hak hukum atas harta (tanah) dan
bagaimana suatu harta diatur dalam lalu lintas ekonomi.*®

Kecenderungan manusia secara naluriah untuk menguasai
berbagai sumber daya dalam bentuk kepemilikan suatu harta
menjadikan kehidupan manusia bergerak dinamis dan kerap kali
melahirkan berbagai konflik, baik dalam relasi konflik
antarindividu maupun konflik antarkelompok masyarakat
dengan kelompok masyarakat lainnya.'** Oleh karenanya, dalam
sejarah umat manusia, masalah hukum hak milik telah menjadi
diskursus yang menarik, terutama dalam konteks perkembangan
ekonomi kontemporer.*

Salah satu perselisihan utama antara kapitalisme dan
komunisme adalah masalah apakah alat produksi harus dimiliki
secara pribadi atau publik.!*® Oleh karenanya, para penulis awal
tentang ekonomi Islam menghabiskan banyak waktu untuk

13 | ueck dan Miceli, Property Law, 1; Bashir, “Property Rights,
Institutions.”

114 Syauqi ‘Abduh asy-Syahi, Al-Mal wa at-Turug Istismarihi fi al-Islam
(Madinah: Matba‘ah Hasan, 1984), 26.

115 Secara garis besar, perdebatan menyangkut konsep property law pada
umumnya mengacu pada tiga aliran mazhab ekonomi besar, yaitu sistem
ekonomi kapitalis (ra’sumaliyyah), sistem sosialis (isytirakiyyah), dan
ekonomi Islam. Masing-masing sistem ekonomi tersebut tentu saja memiliki
basis filosofis dan kerangka paradigmatik yang tidak sama prinsip-prinsip
dasarnya antara satu dan yang lainnya.

16 Stein Ugelvik Larsen (ed.), The Challenges of Theories on
Democracy: Elaborations over New Trends in Transitology (New York and
Boulder, CO: Columbia University Press, 2000), 435.
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menggambarkan teori hak milik Islam dan membedakannya dari
teori kapitalis dan komunis. Siddigi,**" misalnya, memberikan
ringkasan singkat dan referensi penting. Dalam kajiannya,
Siddigi menyatakan bahwa kunci filosofi ekonomi Islam
terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta-
Nya, dan umat-Nya, yakni manusia lain, dan hakikat serta
tujuan hidup manusia di bumi. Hubungan manusia-Tuhan
ditentukan oleh tau/id.**®

Sementara itu, Maududi berpendapat bahwa kapitalisme
menyebabkan peningkatan konsentrasi kekayaan di tangan
pemilik alat produksi, yang merugikan masyarakat dan
bertentangan dengan  prinsip-prinsip Islam. Komunisme,
bagaimanapun, tidak memberikan solusi karena kepemilikan
pemerintah dalam praktiknya ternyata juga dimiliki oleh
sekelompok kecil atau sekelompok orang -dan dalam praktiknya
ini sering kali lebih tirani daripada kapitalis swasta yang tidak
mengontrol pemerintah. !

Adanya konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan
publik, antara keegoisan dan altruisme, antara efisiensi dan
keadilan, atau antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan,
adalah masalah yang telah melibatkan pikiran para pemikir
terbesar dalam sejarah manusia yang berusaha menyelesaikan
konflik antara konsep-konsep ini dan untuk
mengoordinasikannya dengan cara yang  mendorong
pertumbuhan dan kemajuan sistem sosial. Masalah-masalah ini
selalu menjadi perhatian utama para filsuf, teolog, pengacara,
ilmuwan politik, dan ekonom. Menurut Mohammad Javad

U7 Mohammad Nejatullah Siddigi, “Muslim Economic Thinking: A
Survey of Contemporary Literature,” dalam Studies in Islamic Economics, ed.
Khurshid Ahmad, Leicester: Islamic Foundation, 1980.

118 1hid., 4-5.

119 Sayyid Abul A’la al-Maududi, Economic Problem of Man and its
Islamic Solution (Lahore: Islamic Publications, 1947); Maududi, Economic
System of Islam (Lahore: Islamic Publications, 1970).
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Nourahmadi,'® konsep utama dan penghubung antara topik-
topik ini adalah hak milik (property rights).

Menurut Bruce G. Carruthers dan Laura Ariovich,'?
kepemilikan (ownership) memiliki beberapa dimensi atau
komponen, vyaitu: objek kepemilikan (objects of property),
subjek  kepemilikan  (subjects of property), artikulasi
penggunaan atau hak milik (articulation of use/property rights),
penegakan hak (enforcement of rights), dan transformasi atau
pengalihan hak milik (transfer of property rights). Dimensi
kepemilikan yang berbeda mencirikan struktur kepemilikan
dalam teori dan sistem ekonomi. Konsep kepemilikan, dalam
konteks kajian ini, identik dengan struktur kepemilikan,
kelembagaan hak milik dan sistem kepemilikan, yang mencakup
berbagai dimensi tersebut di atas. Tidak ada perbedaan pendapat
di kalangan para sarjana tentang keberadaan lembaga
kepemilikan dan perlunya definisi yang tepat dan perlindungan
hak milik sebagai lembaga ekonomi yang memberikan disiplin
dan keamanan dalam sistem ekonomi. Akan tetapi, ada
ketidaksepakatan yang serius atas berbagai aspek struktur
kepemilikan.??

Kepemilikan, hak milik, dan struktur kepemilikan adalah
konsep yang sangat relevan. “Kepemilikan” mengacu pada
atribusi aset atau kemampuan (kontrol?) dari seseorang tertentu

120 “Mohammad Javad Nourahmadi, “Shaheed Sadt’s Perspective on
Property Rights in Islam,” dalam Handbook of Ethics of Islamic Economics
and Finance: De Gruyter Studies in Islamic Economics, Finance and
Business, ed. Abbas Mirakhor, Zamir Igbal, dan Seyed Kazem Sadr, vol. 5,
Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2020, 254.

121 Carruthers dan Ariovich. “The Sociology of Property.”

122 Joseph A. McCahery dan Luc Renneboog, The Economics of the
Proposed European Takeover Directive: CEPS Research Report in Finance
and Banking, no. 32 (Brussels: Centr for European Policy Studies, 2003), 12;
Giovanni dan Isadora Tarola, “Is Governance an Issue for Plumbers?
Preliminary Remarks on Consolidation of Securities Settlement Systems,”
dalam Capital Markets in the Age of the Euro: Cross-Border Transactions,
Listed Companies and Regulation, ed. Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt, dan
Eddy Wymeersch, The Hague/London/New York: Kluwer Law International,
2002, 232.


https://www.google.co.id/search?safe=strict&hl=en&tbm=bks&sxsrf=ALeKk01Tzk4lU27UoSZAFdF9nhrEeJuaDg:1610204589658&tbm=bks&q=inauthor:%22Joseph+A.+McCahery%22&sa=X&ved=2ahUKEwi85dPEj4_uAhXNV30KHZ0UAdYQ9AgwB3oECAcQBQ

42

secara sah atau badan hukum selama periode waktu tertentu.?®
Lebih jauh, kepemilikan melibatkan hak ekonomi yang diakui
secara sosial. Properti adalah tempat di mana hak tersebut
diperoleh dan pemilik adalah mereka yang memiliki hak. Dalam
arti tertentu, properti menyangkut hubungan diadik yang
mengandung dua unsur (dyadic relationship) antara orang dan
benda.'* Sir William Blackstone mendefinisikan properti
sebagai: “. . . dominasi tunggal dan lalim (that sole and despotic
dominion) yang diklaim dan dijalankan oleh seseorang atas hal-
hal eksternal dunia, dengan eksklusi total dari hak individu lain
di alam semesta.”'?

Menurut  Carruthers dan Laura Ariovich, definisi
Blackstone ini menyatakan kepemilikan pribadi sebagai kontrol
eksklusif individu atas properti. Namun, terlepas dari kekuatan
ideologisnya, konsepsi diadik ini merindukan adanya dimensi
sosial dan politik dari properti.t?® Oleh karena itu, kekuatan
untuk menjalankan kendali atas aset atau sumber daya dianggap
sebagai kepemilikan. Sering kali didefinisikan juga sebagai hak
sisa kendali (the residual rights of control), yang berarti bahwa
kepemilikan memberi pemilik hak untuk menjalankan kendali

122 Mohsen Renani, Bazar and Na bazar (Tehran: Planning and Budget
Organization, 1997), 287.

124 Carruthers dan Ariovich, “The Sociology of Property,” 23.

125 . Blackstone, Commentaries on the Laws of England, vol. 2
(Chicago: Univ. Chicago Press, 1979), 1766; Carol M. Rose, “Canons of
Property Talk, or, Blackstone’s Anxiety,” The Yale Law Journal 108, no. 3
(Dec. 1998): 601; Teresa Michals, “That Sole and Despotic Dominion™:
Slaves, Wives, and Game in Blackstone’s Commentaries,” Eighteenth-
Century Studies 27, no. 2 (Winter, 1993-1994): 208; Ellen Frankel Paul,
Property Rights and Eminent Domain (USA and London: Transaction
Publisher, 2009), 185; Felix S. Cohen, “Dialogue on Private Property,” dalam
Private and Common Property: Liberty, Property, and the Law, ed. Richard
A. Epstein, New York and London: Routledge Taylor & Francis Group,
2011, 6; Alison Clarke dan Paul Kohler, Property Law: Commentary and
Materials (New York: Cambridge University Press, 2005), 183.

126 Carruthers dan Ariovich, “The Sociology of Property,” 23.
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atas sumber daya hanya dalam batas-batas tertentu yang
ditentukan oleh sistem hukum dan/atau kewajiban kontrak.'?’

Berkaitan dengan hak kepemilikan (the right of ownership),
I. Fisher menyatakan: “Hak milik adalah kebebasan atau izin
untuk menikmati manfaat kekayaan sambil menanggung biaya
yang ditimbulkan oleh manfaat itu ... hak milik bukanlah benda
atau peristiwa fisik, tetapi merupakan hubungan sosial yang
abstrak. Hak milik bukanlah sesuatu”.'?® Oleh karena itu, hak
milik adalah hubungan antarmanusia yang timbul dari adanya
barang langka dan berkaitan dengan kegunaannya.

Teori hak milik pada dasarnya tidak menekankan siapa
yang “memiliki” tanah, melainkan menganalisis ketentuan
formal dan informal yang menentukan siapa yang berhak
menikmati aliran manfaat yang muncul dari penggunaan aset
dan siapa yang tidak memiliki hak tersebut.'?® Hak-hak ini perlu
disetujui secara kolektif untuk membentuk klaim yang efektif.
Dengan demikian, hak milik melibatkan hubungan antara
pemegang hak, orang lain, dan struktur pemerintahan untuk
mendukung klaim tersebut.*°

Hak milik terdiri dari dua komponen: aturan dan
mekanisme penegakannya. Aturan tersebut dapat berasal dari

127 Syed B. Hussain, Encyclopedia of Capitalism (New York: Golson
Books, Ltd, 2004), 629.

128 |, Fisher, Elementary Principles of Economics (New York: Macmillan,
1923), 27. Juga, Svetozar Pejovich, The Economics of Property Rights
(Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1990), 27; Conor
Vibert, Theories of Macro Organizational Behavior: A Handbook of Ideas
and Explanations (Armonk, New York, London, Englang: M.E. Sharpe,
2004), 64.

129 Hosaena Ghebru, “Technical Efficiency and Productivity Differential
Effects of Land Right Certification: A Quasi-Experimental Evidence,”
Quarterly Journal of International Agriculture 54, no. 1 (2015): 4; Wibke
Crewett, Ayalneh Bogale, dan Benedikt Korf, “Land Tenure in Ethiopia:
Continuity and Change, Shifting Rulers and the Quest for State Control,”
CGIAR Systemwide Program on Collective Action and Property Rights
(CAPRI)-Working Paper no. 91 (September, 2008): 2.

1% Edella Schlager dan Elinor Ostrom, “Property-Rights Regimes and
Natural Resources: A Conceptual Analysis,” Land Economics 68, no. 3
(1992): 254.
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hukum agama, hukum negara, hukum adat, aturan kelompok
pengguna, dan kerangka kerja lainnya. Penegakan hukum
perundang-undangan biasanya menjadi tanggung jawab negara,
yang berarti bahwa hak-hak tersebut didasarkan pada hukum
formal. Hak milik berdasarkan jenis aturan lain dapat
ditegakkan oleh otoritas adat atau oleh kelompok pengguna,
yang mengelola distribusi hak atau anggota kelompok itu
“menentukan atau menegakkan hak di antara mereka sendiri”.**!
Kepemilikan (ownership) dapat dilihat sebagai “seikat
tongkat” (a bundle of sticks), yang terdiri dari hak-hak
berikut:1%?
C: Hak untuk mengontrol aset dan memutuskan
penggunaannya.
V: Klaim atas nilai yang dihasilkan aset.
E: Hak untuk mengecualikan orang lain dari menggunakan aset.
T: Hak untuk mentransfer ikatan C, V, E, ke pihak lain.

Sementara itu, hak kepemilikan (right of ownership)
mengandung empat elemen:*** (i) hak untuk menggunakan aset
(usus); (ii) hak untuk memperoleh manfaat dari aset itu (usus
fructus); (iii) hak untuk mengubah bentuk dan substansinya
(abusus), dan (iv) hak untuk mengalihkan semua atau sebagian
hak yang ditentukan dalam (i), (ii), dan (iii) kepada orang lain
dengan harga yang disepakati bersama.

Di lain pihak, Schlager dan Ostrom telah mengembangkan
konsep “kumpulan hak” (bundles of rights). Konsep “kumpulan
hak” yang dikembangkan oleh Schlager dan Ostrom ini berguna

131 hid.

132 Dennis C. Mueller, The Oxford Handbook of Capitalism (Oxford:
Oxford University Press, 2012), 205; Denise R. Johnson, “Reflection on the
Bundle of Rights,” Vermont Law Review 32, no. 2 (2007): 253; Myrl L.
Duncan, “Reconceiving the Bundle of Sticks: Land as a Community Based
Resources,” Environmental Law 32, no. 4 (2002): 773-807; Daniel B. Klein
dan John Robinson, “Property: A Bundle of Rights? Prologue to the Property
Symposium,” ECON JOURNAL WATCH 8, no. 3 (September 2011): 193-
204.

133 pejovich, the Economics of Property, 28.
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untuk menganalisis distribusi hak di antara kelompok pengguna
yang berbeda dan antara individu di bawah berbagai rezim
tenurial.*3* Schlager dan Ostrom membedakan antara dua jenis
utama hak milik, —yang mereka definisikan sebagai
“kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu yang terkait
dengan domain tertentu” dan yang terkait dengan peningkatan
tingkat komando atas aliran manfaat dan sumber daya yang
diberikan kepada pemegang hak—, yaitu: hak milik tingkat
operasional (operational level property rights) dan hak milik
pilihan kolektif (collective-choice property rights).*%

Hak milik tingkat operasional termasuk hak untuk
memasuki properti fisik yang ditentukan (hak akses) dan hak
untuk mendapatkan “produk” dari suatu sumber daya (hak
penarikan atau pengambilan kembali). Hak milik pilihan
kolektif meliputi (1) management rights (hak pengelolaan,
misalnya, untuk mengubah dan menggunakan sumber daya); (2)
exclusion rights (hak pengecualian, yaitu menentukan siapa
yang berhak atas akses dan hak penarikan dan siapa yang
memutuskan tentang pengalihan hak tersebut); dan (3)
alienation rights (hak alienasi/pemindahtanganan, hak untuk
menjual atau menyewakan sumber daya.'®® Perbedaan antara
hak tingkat operasional dan hak pilihan kolektif adalah
perbedaan antara “melaksanakan hak dan berpartisipasi dalam
definisi hak masa depan yang akan dilaksanakan”, yang berarti
bahwa pemegang hak pilihan kolektif menentukan aturan
operasional.**’

Dari paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa, pada
prinsipnya, komponen terpenting dari kumpulan hak (the bundle
of rights) yang menentukan kepemilikan adalah eksklusivitas
(exclusivity) dan alienasi (alienability). Eksklusivitas mengacu

13% Schlager dan Ostrom, “Property-Rights Regimes,” 249-251.

135 Ibid.

1% 1hid. Lihat juga, E. Ostrom, “Private and Common Property Rights,”
dalam Civil Law and Economics. Encyclopedia of Law and Economics, ed.
Bouckaert dan G. DeGeest, vol. 2 B., Cheltenham: Elgar, 2000.

187 Schlager dan Ostrom, “Property-Rights Regimes,” 251.
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pada hak untuk menentukan siapa yang boleh (dan siapa yang
tidak boleh) menggunakan sumber daya dengan cara tertentu,
sedangkan alienasi mengacu pada hak untuk mengalihkan
kepemilikan kepada orang lain.**®

Selanjutnya, dalam konteks sistem ekonomi Islam,
utamanya dalam konteks kajian disertasi ini, penulis merasa
perlu untuk mengelaborasi konsep struktur kepemilikan (the
concept of structure ownership) di atas dengan teori maslakah
sebagai basis etis struktur kepemilikan dalam sistem ekonomi
Islam (the ethical basis of the ownership structure in the Islamic
economic system) dan teori ‘“ruang kosong” (nazariyyah
minzagah al-farag) dalam legislasi hukum Islam di bidang
ekonomi yang memberikan otoritas bagi penguasa untuk
mengisinya dengan berbagai paket regulasi sekunder.

Meskipun terdapat anasir-anasir yang sama antara
kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan kepemilikan dalam
sistem hukum sosialis, terdapat distingsi yang mendasar, yaitu
pada aspek landasan etiknya. Jika filosofi dalam sistem sosialis
sekuler didasarkan pada spirit asas kebersamaan atas nama
kepentingan manusia semata, asas kepemilikan bersama dalam
Islam dilandasi oleh semangat spiritualitas jemaah sebagai
refleksi ketuhanan tanpa menegasikan lembaga kepemilikan
individu sebagai pribadi yang otonom. %

Sistem kepemilikan tanah dalam bingkai ekonomi Islam,
yang memberikan perhatian yang sama baik pada individu
maupun komunitasnya, memberikan penekanan pada motif
pribadi langsung, tidak seperti sistem yang hanya menekankan
hasil akhir bagi komunitas. Islam tidak menggabungkan
individu ke dalam komunitas, juga tidak mengabaikan
kewajiban sosialnya.'*® Islam melihat tidak ada konflik antara
kepentingan sah individu dan komunitasnya. Mengabaikan

138 Hussain, Encyclopedia of Capitalism, 629.

1% Ridwan, Hak Milik: Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis
(Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2011), 53.

140 Rauf, A Muslim’s Reflection on Democratic Capitalism, 20.
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motif pribadi langsung dan hanya menekankan hasil akhir bagi
komunitas telah menyebabkan keserakahan, keegoisan, dan
penderitaan yang tak terkatakan. Memberi perhatian yang sama
pada motif pribadi langsung dan pada saat yang sama
menegaskan bahwa motif tersebut harus disetujui adalah cara
untuk membimbing kebebasan ekonomi manusia menuju
keselarasan antara kepentingan terbaik individu dan
masyarakat.!*! Hasilnya, dengan cara ini, akan lebih baik dan
lebih besar.

Konsep dasar Islam tentang hak milik yang diuraikan di
atas memiliki konsekuensi etika dan moral yang luas. Karena
dunia diciptakan untuk kepentingan manusia, beberapa jenis
sumber daya alam tidak dapat dimiliki secara pribadi karena
kepemilikan pribadi akan menghilangkan manfaat yang
ditujukan untuk publik. Kebanyakan cendekiawan Islam
berpendapat bahwa tanah umum, hutan, danau, sungai dan
mineral (termasuk minyak) termasuk dalam kategori ini. #2

Pemerintah harus memegang kendali otoritas properti
publik dengan kepercayaan dan merancang mekanisme untuk
memungkinkan seluruh publik mendapatkan keuntungan dari
properti tersebut. Sebagai contoh, air adalah sumber daya publik
yang sering menjadi subjek sengketa internasional. Pengelolaan
air dalam Islam, misalnya, menurut Faruqui,}*® telah
memberikan  perbandingan hukum Islam dengan hukum
internasional dan pendekatan saat ini.

2. Kontinuitas dan Perubahan dalam Hukum Keagrariaan
Islam.
“Kontinuitas” dan “perubahan” adalah topik yang telah
didiskusikan dan diperdebatkan selama masih ada filosofinya.

141 Ibid.

142 Asad Zaman, Islamic Economics: A Survey of the Literature (UK:
Religion and Development Research Program Lead Research Institution,
International Development Department, University of Birmingham, 2008),
32.

143 Naser I. Faruqui, Asit K. Biswas, dan Murad J. Bino (eds.), Water
Management In Islam (Tokyo: UNU Press, 2001).
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Seperti konsep dasar lainnya, kontinuitas dan perubahan
diperlukan untuk membantu pemahaman tentang dunia. Tanpa
konsep kontinuitas dan perubahan, akan sulit memahami
bagaimana peristiwa-peristiwa yang berbeda bisa berkaitan
sedemikian rupa sehingga menciptakan sejarah yang koheren
tentang situasi dan kondisi dunia, termasuk dunia pemikiran.'4*
Kedua konsep ini sering digunakan untuk menggambarkan
sejarah pemikiran, tidak terkecuali sejarah pemikiran hukum
Islam.*> Secara dialektis, keduanya sangat berkait berkelindan
satu sama lainnya. Artinya, sejarah pemikiran sering kali dilihat
sebagai proses pertautan atau tarik-menarik antara kutub-kutub
kontinuitas di satu sisi dan kutub-kutub perubahan pada sisi
yang lain. Oleh karena itu, istilah kontinuitas dan perubahan
sering kali dipasangkan dengan istilah-istilah lain seperti istilah
“keseragaman” (uniformity) dan “keragaman” (diversity),
“persamaan” (equality) dan “perbedaan” (difference), atau
“konsensus” (consensus) dan “konflik” (conflict). Namun,
istilah “kontinuitas” dan “perubahan” menekankan lebih pada
proses sejarah, tidak hanya pada produk. Dengan sedikit
penyederhanaan, dapat dikatakan kontinuitas adalah proses
menuju keseragaman, persamaan, atau konsensus, sedangkan
perubahan adalah proses menuju keberagaman, perbedaan, atau
konflik.

Ada banyak perspektif teori yang bisa digunakan untuk
menganalisis kontinuitas dan perubahan masalah di berbagai
bidang dan tema. Beberapa di antaranya lebih menekankan pada
unsur kontinuitas, sementara yang lain lebih menekankan pada
aspek perubahan dan pergeseran. Salah satu yang menarik
adalah apa yang dikemukakan oleh John Obert Voll dalam
karyanya, Islam: Continuity and Change in the Modern

144 Soraj Hongladarom, “Metaphysics of Change and Continuity: Exactly
What is Changing and What Gets Continued?,” Kilikya Felsefe Dergisi /
Cilicia Journal of Philosophy, no. 2 (May 2015): 42.

145 Lihat misalnya kajian Wael B. Hallag, Authority, Continuity, and
Change in Islamic Law (New York: Cambridge University Press, 2001).
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World.*® Penelitian Voll memusatkan perhatiannya pada aspek
kontinuitas dan perubahan yang terkandung dalam fenomena
kebangkitan Islam di zaman modern.**” Namun, seperti yang
akan ditunjukkan di bawah ini, cara pandang yang ia
kemukakan sebenarnya juga membantu dalam studi tentang

146 John Obert Voll, Islam: Continuity and Change in the Modern World
(Boulder: Westview Press, 1982).

147voll menyebut setidaknya empat perspektif yang digunakan para
peneliti dan sejarawan ketika menganalisis kemunculan fenomena
kebangkitan aktivisme Islam di tahun 1970-an. Perspektif pertama adalah
perspektif krisis. Krisis yang dihadapi suatu komunitas tidak hanya dapat
mendorong mereka untuk berubah, tetapi juga dapat menjadi alasan untuk
menegaskan kontinuitas dan menjaga kontinuitas. Umat Islam di zaman
modern menghadapi krisis berupa keterbelakangan dan keterbelakangan di
bidang politik, sains, dan teknologi. Di satu sisi, krisis memicu keinginan
untuk berubah. Namun, di sisi lain, krisis juga memunculkan gerakan untuk
menjaga kesinambungan dalam bentuk penegasan kembali nilai-nilai dan
ajaran Islam di zaman modern ini. Krisis adalah kata kunci untuk menjelaskan
perubahan dan kontinuitas. Perspektif kedua adalah perspektif sukses.
Perspektif ini kontras dengan perspektif pertama karena lebih menekankan
pada kesuksesan, kekuatan, atau potensi. Krisis dianggap bukan kekuatan
sentral yang mendorong perubahan atau kontinuitas. la hanyalah
pengecualian atau jeda sebelum sukses. Fakta paling menentukan adalah
keberhasilan setelah krisis. Dalam kasus kebangkitan Islam yang diteliti oleh
Voll, keberhasilan itu bisa berupa penguatan posisi para pemimpin muslim di
arena internasional, atau semakin banyaknya negara muslim merdeka, atau
bahkan "bom minyak" tahun 1970-an. Perspektif ketiga adalah perspektif
keberagaman. Perspektif ini menolak klaim universalitas dan menekankan
perhatian pada reaksi tertentu yang unik untuk perubahan situasi. Dalam
konteks kebangkitan Islam abad ke-20, misalnya, gerakan anti komunis di
Indonesia belum bisa dianggap identik dengan berdirinya negara-negara
muslim di masa lalu. Yugoslavia. Masing-masing memiliki keunikan
tersendiri. Dengan cara pandang seperti itu, kontinuitas dan perubahan tidak
lagi didekati sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, tetapi sebagai sesuatu yang
bersifat parsial dan partikular. Perspektif keempat adalah perspektif evolusi.
Perspektif ini mencoba mengidentifikasi pola umum atau garis evolusi dalam
sejarah pemikiran tertentu. Kecenderungan pada periode tertentu tidak dapat
sepenuhnya lepas dari kecenderungan lain yang mendahuluinya pada periode
sebelumnya. Masa lalu selalu dilihat sebagai faktor krusial dalam membentuk
masa kini dan masa depan. Fenomena kebangkitan Islam di tahun 1970-an,
misalnya, harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari tren lain
yang telah berlangsung selama dua atau tiga abad terakhir, atau bahkan sejak
zaman Klasik. Dengan demikian, kontinuitas dan perubahan yang terjadi
dalam suatu fase harus dilacak presedennya atau penjelasannya di fase lain di
masa lalu. Lihat Ibid., 349-354.
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kontinuitas dan perubahan, termasuk dalam penelitian yang
penulis lakukan.

Banyak ditemukan bukti bahwa produk hukum merupakan
bagian dari evolusi sejarah, yang di dalamnya tidak dapat
dilepaskan dari proses kontinuitas (continuity) dan perubahan
(change) ini. Para sarjana Barat menunjukkan bahwa teori
klasik hukum Islam adalah produk dari proses sejarah yang
kompleks yang mencakup periode tiga abad dan, lebih jauh,
pertumbuhan awal hukum Islam terkait erat dengan
perkembangan sosial, politik dan ekonomi kontemporer.4®

Di bidang hukum pewarisan, misalnya, tidak ada sarjana
yang berbuat lebih banyak untuk mempromosikan pemahaman
sosio-historis tentang hukum selain Noel J. Coulson, meskipun
ia tidak pernah mengartikulasikan penjelasan yang terpadu dan
komprehensif yang tersebar di banyak tulisannya.**® Begitu juga
halnya sistem penguasaan dan pemilikan tanah dalam Islam
merupakan produk dari faktor sejarah dan budaya yang
mencerminkan hubungan antara manusia, masyarakat dan
tanah.™° Tidak ada sistem penguasaan dan pemilikan tanah yang
mempertahankan sifat aslinya; alih-alih sistem itu terus
berkembang untuk mencerminkan keadaan yang berubah.*>

148 Lihat misalnya karya Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan
Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1959); Schacht, “Pre-Islamic Back
Groud and Early Development of Jurisprudence,” dalam Law in the Middle
East: Origin and Development of Islamic Law, ed. Majid Khadduri dan
Herbert J. Liebesny, vol. I, Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.,
2008, 34; David S. Power, “The Islamic Inheritance System: A Socio-
Historical Approach,” dalam Issues in Islamic Law, ed. Mashood A. Baderin,
vol. 1, London and New York: Routledge, 2016, 165; N.J. Coulson, A.
History of Islamic Law (USA and UK: Aldine Tracsaction, 2011), 5.

149 Coulson, A. History of Islamic Law; Coulson, Conflict and Tension in
Islamic Jurisprudence (Chicago: The University of Chicago Press, 1968);
Coulson, Succession in The Muslim Family (London: Cambridge University
Press, 1971).

150 Michael Kirk (ed.), Land Tenure Security in Selected Countries
(Kenya: United Nations Human Settlements Programme [UN-Habitat], 2015),
vii; Sait dan Lim, Land, Law and Islam, 3.

151 Rita Esinu Sewornu, Benjamin Quaye dan Nelson Duut Namikat,
“Land Tenure Security in Ghana,” dalam Land Tenure Security in Selected
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Penguasaan tanah (sumber daya agraria) mulai era
Rasulullah sampai era nation-state, misalnya, sangat berkait
berkelindan dengan formasi-formasi sosial yang pernah
mewarnai kehidupan umat Islam dari masa ke masa
(feodalisme,  merkantilisme,  kolonialisme,  kapitalisme,
imperialisme). Hal ini sebagaimana dikutip oleh Siraj Sait dan
Hilary Lim dalam Land, Law and Islam, terdapat pepatah
tradisional dalam keagrariaan Islam yang menyatakan, al-ard
taftariqu bi asy-syibr, “Tanah itu berbeda (statusnya,
sejarahnya) dari satu jengkal ke jengkal yang lain”.1°? Artinya,
terdapat heterogenitas sejarah tanah dan sejarah agraria itu
sendiri, yang tidak bisa direduksi—boleh jadi karena tumpang-
tindihnya formasi sosial yang terjadi pada tanah tersebut.!®
Dalam konteks disertasi ini, konsep “kontinuitas” (continuity,
as-sawabit) dimaksudkan guna mencermati sejauh mana dan
dan hal apa saja yang ada dalam paradigma atau keyakinan lama
terkait hukum penguasaan dan kepemilikan tanah dalam Islam
yang masih berjalan dan diteruskan oleh komunitas setempat
dalam periode sejarah tertentu dan yang mana yang sudah
mengalami perubahan (change, al-mutagayyirat).

3. Ruang Kosong (Minfagah al-Farag) dalam Legislasi
Hukum Islam

Dunia Islam adalah dunia yang sangat luas, banyak ras dan
lingkungan yang beragam, realitas kehidupan di dalamnya
selalu berubah-ubah, dan permasalahan yang dihadapi di setiap
generasi selalu silih berganti, sejak era sahabat hingga saat ini.
Banyak kejadian dan persoalan hukum yang bermunculan,
lantas bagaimana pandangan hukum Islam?

Countries, ed. Michael Kirk, Kenya: United Nations Human Settlements
Programme [UN-Habitat], 2015, 4.

152 5ait dan Lim, Land, Law and Islam, 54.

158 Muhammad Al-Fayyadl, “Pengantar: Islam, Pembebasan, dan Keadilan
Agraria,” dalam Gita Anggraini, Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan
Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria
(Yogyakarta: STPN Press, 2016), x.
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Di hadapan persoalan-persoalan tersebut, hukum Islam
tidak berdiri dalam posisi yang membingungkan, pandangannya
tidaklah imajiner/fiktif, melainkan realistis: memperhitungkan
kepentingan umat yang sesungguhnya yang tidak bertentangan
dengan teks Al-Qur’an atau sunah yang otentik dan definitif
serta prinsip-prinsip umum Islam. Ini adalah fitur fleksibilitas
dari hukum Islam, bahkan hal itu merupakan faktor penting bagi
kebaikan hukum Islam untuk diterapkan di mana pun dan kapan
pun. Yasuf al-Qardawi menyebut persoalan baru yang belum
ada hukumnya dalam Al-Qur’an maupun dalam sunah, dan yang
membutuhkan ijtihad para mujtahid, sebagai “ruang yang
didiamkan” (minzagah al-‘afwi) dalam legislasi Islam,** yang
mana istilah ini diambil dari hadis Nabi saw. yang menyatakan
bahwa, “Apa yang dihalalkan dalam Al-Qur’an, maka ia
hukumnya halal. Dan apa yang diharamkan, maka ia haram.
Sementara apa yang didiamkan oleh-Nya, maka hal itu
dimaafkan. Oleh karenanya, terimalah permaafan dari Allah.
Sesungguhnya Allah tidak lupa sedikit pun”.'® Istilah “ruang
yang didiamkan” (minzagah al- ‘afwi) ini pada hakikatnya sama
dengan istilah “ruang kosong” (minzagah al-farag).*®

Istilah minzagah al-farag (ruang kosong) merupakan frasa
yang berasal dari dua kata, yaitu al-minzagah dan al-farag. Kata
al-mingzaqgah, berdasarkan indikasi penyandarannya pada kata al-
farag, berarti ‘bidang’ (ar-ruq ‘ah) atau ‘area kecil’ (al-misakah
as-sagirah). Sementara itu, kata al-farag berarti ‘kosong’ atau
‘kekosongan’ (al-khala’) sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

1% Yiisuf al-Qardawi, Madkhal li Dirdsah asy-Syari‘ah al-Islamiyyah (al-
Qahirah: Maktabah Wahbah, 1990), 138; al-Qardawi, Tajdid ad-Din al-lazt
Nansyuduhu (Amman, Jordan: Dar al-Manhal, 2011), 28.

155 Sulaiman ibn ‘Abd al-Qaw1 Tifi, Syarh Mukhtasar ar-Raudah (Beiriit:
Mu’assasah ar-Risalah, 1987), 13. Juga, Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad
ibn Salamah at-Tahawi, Syarh Musykil al-Asar, ed. Syu’aib Arna’iit, juz 2
(Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1994), 226.

1% Saif ad-Din ‘Abd al-Fattah Isma‘il, Fi an-Nazariyyah as-Siyasiyyah
min Manzir al-Islami: Manhajiyyah at-Tajdid as-Siyast wa Khibrah al-Wagqi’
al-‘Arabi al-Mu ‘asir, vol. 25 (Amman: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-
Islami, 1998), 128.
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“Dan menjadi kosonglah hati ibu Misa....,”*" yakni kosong
dari kesabaran (khaliyan min as-sabri). Kata al-faragu
(kekosongan) ini kebalikan dari asy-syuglu (kesibukan), atau
sebaliknya. Pemaknaan yang demikian ini sebagaimana
dinyatakan oleh ar-Ragib al-Asfahani (w. 502 H).**® Menurut
Karim Majid ar-Rubai’i, dari penjelasan aspek linguistik ini,
makna al-farag dapat dipahami dan mungkin kaidah
‘kekosongan’ hadir dari sudut pandang makna linguistik ini dan
itu merupakan kaidah yurisprudensial yang umum di kalangan
para ahli hukum, vyaitu penyelesaian suatu aktivitas dan
kekosongan aktivitas (al-intiha’ min al-‘amal wa al-khuluwwu
minhu),*® tetapi tidak mungkin memahami konsep wilayah
kekosongan legislatif (minfagah al-farag at-tasyri‘7) dari
perspektif makna linguistik sebagaimana penulis nyatakan
sebelumnya. Ruang atau wilayah ini dikenal sebagai ruang
kekosongan legislatif yang pengisiannya diserahkan kepada
penguasa dan para ahli hukum. Dengan kata lain, Islam
memiliki kekosongan legislatif dalam aturan-aturannya yang
telah ditinggalkan Tuhan.

Dalam karyanya Iqgtisaduna, Bagir as-Sadr menyatakan
bahwa yang dimaksud minzagah al-farag (ruang kosong) adalah
ruang yang sejak awal memang sengaja tidak diisi oleh syariat
dengan aturan hukum yang tetap (azkam sabitah).'®® Sementara
dalam karyanya yang lain, al-Islam Yaqadu al-Hayah, ia
menyatakan bahwa minzagah al-farag adalah area yang
mencakup berbagai kasus hukum di mana syariat menyerahkan
kepada orang tertentu untuk mengambil sikap atasnya. Bagir as-
Sadr memersepsi area tersebut sebagai wilayah yang secara

157.Q.S. Al-Qasas [28]:10.

18 Ar-Raghib al-Asfahani, al-Mufiadat fi Gharib al-Qur’an (Beirit: Dar
Thya’ at-Turas al-‘Arabi, 1423 H), 392.

15 Hasan Karim Majid ar-Rubai’i, “Nazariyyah al-Firagh at-Tasyri‘T ‘inda
as-Sayyid asy-Syahid Muhammad Bagqir as-Sadr: Juziiruha at-Tarikhiyyah wa
Hudtduha ma Mawani’uha as-Syar‘iyyah,” Journal of Human Science
(Majallah ‘Ulim al-Insaniyyah) 1, no. 16 (2013), 71.

180 As-Sadr, Igtisaduna: Dirasah Maudii ‘iyyah, 378.
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hukum dipercayakan kepada penguasa yang sah untuk
diaplikasikan (diisi) guna merealisasikan kepentingan umum
(limasalik al- ‘ammah).1®!

Sementara itu, Muhammad Ishaq al-Fayyad mendefinisikan
minsagah al-farag sebagai area kosong dari teks-teks hukum
syariah, baik dalam Al-Qur’an maupun sunah. la merupakan
wilayah yang menyangkut perkara-perkara yang pada dasarnya
memang diperbolehkan (minfagah al-mubahat), termasuk
elemen ketiga dalam Islam, yakni elemen dinamis dari hukum
Islam.’®? Dalam pandangan Syams ad-Din, minsagah al-farag
(ruang kosong) merupakan ruang dalam Islam yang mana
legislasinya diserahkan oleh Allah kepada penguasa yang sah
(waliyyu al-amr) dan para ahli hukum (fugaha’), di mana
perkembangan dan perubuhannya disesuaikan  dengan
kebutuhan umat.'®® Al-Ha-ir;, mengamini pandangan gurunya
(Bagir as-Sadr), menyatakan bahwa minzagah al-farag adalah
ruang atau wilayah yang diisi dengan peraturan hukum yang
berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, tetapi ia
tetap bersyarat dan tetap dalam bingkai tema primer berbagai
aturan hukum yang permanen (al-akkam as-sabitah)'®* atau
dengan kata lain, ia merupakan dimensi fleksibilitas Islam
(muriznah al-Islam) untuk diisi oleh penguasa (waliyyu al-
amr).1%

Konsepsi “ruang kosong” (minfagah al-farag) di atas
merupakan konsepsi yang dibangun di kalangan ulama syi’ah.
Adapun konsepsi “ruang kosong” di kalangan ulama suni, pada
prinsipnya tidak jauh berbeda dengan konsepsi ulama syi’ah.

181 Baqir as-Sadr, al-Islam Yagqiidu al-Haydh, 19.

162 Muhammad Ishaq al-Fayyad, al-dnmiizaj fi Manhaj al-Hukiimah al-
Islamiyyah (Qum: Maktabah al-Fayyad, 1426 H), 31.

168 Muhammad Mahdi Syams ad-Din, al-ljtihad wa at-Tajdid fi Figh al-
Islami (Beirtt: al-Mu’assasah ad-Dauliyyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr, 1412
H), 105.

164 Kazim al-Ha-iri, al-Marja’iyyah wa al-Qiyadah, cet. ke-3 (Qum: Dar
at-Tafstr, 1425 H), 132.

165 Al-Ha-irl, Asds al-Hukimah al-Islamiyyah (Beirit: Matba’ah an-Nil,
1399 H), 24.
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Hanya saja, istilah yang digunakan di kalangan ulama suni
adalah minzagah al-‘afwi'® (ruang yang didiamkan). Dalam
kaitannya dengan ini, Yasuf al-Qardawi, salah seorang ulama
yang semasa dengan ulama-ulama syi’ah di atas, menegaskan
bahwa “ruang yang didiamkan” (minsagah al-‘afwi) pada
hakikatnya adalah “ruang kosong” (minsagah al-farag) yang
sengaja ditinggalkan oleh teks-teks hukum (an-nusis asy-
syari‘ah) sebagai medan ijtihad para mujtahid guna mengisinya
dengan aturan yang terbaik dan paling sesuai dengan situasi dan
kondisi masyarakat dengan tetap memperhatikan tujuan umum
dari syariat serta tetap dalam bingkai spirit dan ketentuan-
ketentuan teksnya.'®’

Asy-Syatibi mengategorikan diamnya Syari‘ tersebut (sukat
asy-Syari‘) ke dalam dua kategori, yaitu: pertama, kategori
sesuatu yang didiamkan oleh Syari‘ atau tidak dijelaskan
hukumnya karena memang tidak ada wujudnya. Oleh
karenanya, tidak perlu ada hukum yang menjelaskan karena
tidak ada suatu kejadian apa pun yang memang membutuhkan
hukum, seperti kejadian atau persoalan yang tidak terjadi di
masa Rasulullah saw., tetapi terjadi setelahnya. Dalam konteks
ini, ahli hukum perlu mengkaji dan memprosesnya sesuai
dengan ketetapan hukum berdasarkan kategori keumuman dan
prinsip-prinsipnya karena tidak ada satu kasus pun, ada

186 Al-mubah dan al-‘afwu dua istilah yang essensinya adalah sama. Al-
mubah adalah suatu hukum yang mana Allah (asy-Syari ) memberi kebebasan
kepada para mukallaf untuk memilih  antara  mengerjakannya atau
meninggalkannya, dan termasuk dalam hal ini adalah “sesuatu yang
didiamkan” (al-maskit ‘anhu). Sebagian ulama usul fikih berpandangan
bahwa mubah adalah hukum yang mana Allah (asy-Syari?) memberi
kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih antara mengerjakannya atau
meninggalkannya, sementara al-maskiit ‘anhu (sesuatu yang didiamkan)
dinamakan al-‘afwu. Lihat, Rasyid Sa‘idd Syahwan, ad-Dawabit asy-
Syar ‘iyyah li as-Sawabit wa al-Mutaghayyirdt fi al-Islam (Amman, Jordan:
Dar al-Ma’mn li an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 2013), 25.

17 Al-Qardawi, Madkhal li Dirasah asy-Syari‘ah, 138. Lihat juga,
Ibrahim an-Na’imah, Usil at-Tasyri’ ad-Dustirt fi al-Islam (Irak: Jumhdr al-
‘Iraq, Diwan al-Waqfi as-Sunni-Markaz al-Buh@is wa ad-Dirasat al-Islam,
1430 H), 116.
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hukumnya dalam syariat.*®® Menurut Muhammad Bakr Isma‘il
Habib, untuk menetapkan hukum dalam wilayah ini adalah
dengan cara menarik kasus cabang pada asal yang telah
ditetapkan oleh syara‘ dan mencari maksud atau tujuan syara*
melalui mekanisme ta 'lil, menyelami ‘illat, maslakah mursalah,
maupun melalui mekanisme penalaran induktif (istiqra ’).1%°

Kedua, kategori diamnya asy-Syari¢ (sukat asy-Syari®)
dalam memberikan hukum atas persoalan yang sedang terjadi,
sementara situasi dan kondisi menuntut adanya kepastian
hukum. Diam dalam kategori ini berfungsi sebagaimana teks
hukum di mana asy-Syari‘ bertujuan supaya tidak ada
penambahan atau pengurangan dalam teks hukum.'™ Dalam
pandangan Bakr Isma‘il Habib, jika sampai terjadi penambahan
dari ketentuan yang sudah ada, hal itu masuk kategori bid ‘ah.
Dikategorikan bid‘ah sebab tujuan mendiamkan tidak lain
adalah untuk menghindari adanya penambahan (az-ziyadah) dan
pengurangan (an-nugsan). Kategori kedua ini berkaitan dengan
persoalan dalam ibadah, bukan transaksi sosial (mu‘amalah),
mengingat hukum asal dalam persoalan ibadah adalah
berdasarkan apa yang telah disyariatkan dalam Al-Qur’an dan
sunah.!’

Bagaimanapun, menjadi jelas dari paparan tersebut di atas
bahwa bagian dari realitas “ruang kosong” atau “ruang yang
didiamkan” direpresentasikan oleh wilayah dari subjek yang
ditinggalkan oleh syariat, yang mana syariat belum menentukan
suatu aturan khusus untuk suatu hikmah tertentu atasnya, serta
tugas legislasi dipasrahkan kepada ahli hukum untuk
mengisinya dengan peraturan hukum dan perundang-undangan
yang sesuai, menurut kemaslahatan yang ada yang ditetapkan
oleh kondisi temporal dan spasial.

188 Abii Ishaq Ibrahim Miisa asy-Syatibi, al-1 tisam, ed. Ahmad ‘Abd asy-
Syafi, juz 1 (Beiriit: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2016), 268.

189 Muhammad Bakr Isma‘il Habib, Magqdsid asy-Syari‘ah Ta’silan wa
Taf’tlan (Makkah: Dar at-Tiba’ah al-Hadra’, 2006), 154.

170 Asy-Syatibi, al-l isdm, 268-269.

111 Bakr Isma‘1l Habib, Magqasid asy-Syari ‘ah, 157.
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Konsep “ruang kosong” tersebut pada hakikatnya
merupakan konsep yang sangat berkait berkelindan dengan
kajian yang telah ada sebelumnya mengenai hal-hal yang
konstan, tetap dan tidak berubah (as-sawabit) serta hal-hal yang
bisa berubah (al-mutaghayyirat) dalam ajaran Islam. Dari kedua
dimensi Islam ini, dimensi yang tetap (as-sawabit) dan yang
berubah-ubah (al-mutaghayyirat), konsep atau teori ruang
kosong (nazariyyah minzagah al-farag), termasuk dimensi Islam
yang berubah-ubah yang berkait berkelindan dengan variabel
kehidupan yang berkembang yang perkembangannya tunduk
pada unsur ruang dan waktu.'"?

Sementara itu, Falah ‘Abd al-Hasan Hasyim ad-Dikhi
menyatakan bahwa berdasarkan pandangan para ulama, hal-hal
yang masuk ke dalam kategori bidang “wilayah kosong” di
antaranya adalah: bidang al-mubakat yang bersifat umum (al-
mubakat bi ma‘na al-a‘amm), mendiagnosis masalah dan
menetapkan skala prioritas (tasykhzs al-maudi ‘at wa takdid al-
uluwiyyat), ketentuan hukum yang bersifat umum (al-azkam al-
‘ammah) yang subjeknya adalah masyarakat, persoalan
transaksi sosial (al-mu‘amalah) yang belum disebutkan
hukumnya oleh asy-Syari‘, dan persoalan-persoalan baru (al-
masa il al-mustakdasah) dalam kehidupan.'”® Adapun otoritas
pengisian ‘ruang kosong’ ini diserahkan kepada penguasa atau
para ahli hukum.

Salah satu ciri agama Islam sebagai hukum umum bagi
umat manusia dan untuk segala ruang dan waktu, serta
pendekatan yang tak lekang oleh waktu yang sejalan dengan
ilmu dan perkembangan, adalah dengan meninggalkan “ruang

172 Falah ‘Abd al-Hasan ad-Dikhi, Mintagah al-Fardg at-Tasyri‘:
Dirasah Mugaranah li Ahammi al-‘Anasir al-Murinah li at-Tasyri® al-
Islamiyyah, cet. ke-2 (Qum, Iran: Markaz al-Mustafa al-Alami li at-Tarjamah
wa an-Nasyr, 1437 H), 192.

178 Falah ‘Abd al-Hasan Hasyim ad-Diikhi, “Mintaqah al-Farag wa
Isykalatuha al-‘Aqidiyyah: Dirasah f1 al-Ab’ad al-Aqidiyyah 1i Mintaqah al-
Farag f1 asy-Syari‘ah al-Islamiyyah,” Majallah ad-Dalil, no. 7 (Syita’, 2020),
72-78.
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kosong” dalam syariat. Wilayah ini merupakan wilayah tanpa
teks legislatif baik dalam Al-Qur’an maupun sunah yang
berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya mubah dan merupakan
unsur yang dinamis dalam syariat. Menurut Ishaq al-Fayyad, hal
ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, hukum Islam
adalah hukum vyang abadi dan integral yang mampu
memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat
manusia di setiap zaman, sepanjang sejarahnya dan selamanya.
Kedua, pemerintahan yang dibentuk pada zaman Nabi adalah
pemerintahan yang sederhana dengan segala organ dan pilarnya
sehingga model pemerintahan ini jelas tidak cukup memadahi
untuk konteks saat ini karena pemerintahan saat ini telah
berkembang dengan segenap komponen, lembaga, dan
sistemnya yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, sosial,
administrasi, keamanan, intelijen, tentara, polisi dan seterusnya.
Ketiga, tidak mungkin membangun sistem pemerintahan yang
tetap, seperti sistem ritual keagamaan (‘ibadah) sepanjang
sejarah dan di setiap zamannya. Oleh Kkarenanya, sistem
pemerintahan perlu berubah seiring dengan perubahan waktu
dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan
publik dalam semua aspeknya. Keempat, penguasa (waliyyu al-
amr) tidak diperkenankan mengubah dan mengeliminasi
ketentuan hukum vyang telah ditetapkan dalam syariat dari
keharusan melaksanakan suatu kewajiban dan perintah untuk
tidak melaksanakan perkara yang diharamkan, misalnya, dan
sejenisnya.t’

Semua faktor di atas meniscayakan bagi pembuat hukum
(asy-Syari ‘) untuk meninggalkan “ruang kosong” dalam syariat
dan memberikan kewenangan yang luas kepada penguasa
(waliyyu al-amri) di dalamnya untuk membuat peraturan hukum
sekunder sesuai dengan kebutuhan keadaan dan kebutuhan
waktu di setiap zaman guna merealisasikan kemaslahatan
publik. Kewenangan dalam pengisian “ruang kosong” dengan

11 Al-Fayyad, al-Anmiizaj fi Manhaj al-Hukimah, 31-33.
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peraturan hukum sekunder ini dapat dilakukan dengan cara
mendeduksi elemen-elemen dinamis dari hukum-hukum Islam
yang sifatnya umum. Proses ini, menurut Baqir as-Sadr
sebagaimana dinukil Zabih Allah Na’Tmiyan,’”® membutuhkan
beberapa hal, pertama, ketersediaan pemahaman Islam tentang
unsur-unsur yang tetap, pengetahuan yang mapan tentang
batasan-batasan dan signifikansi umumnya (dilalatuha al-
‘ammah). Kedua, adanya pengetahuan penuh atas sifat beberapa
peraturan hukum yang berubah-ubah, seperti ekonomi, dan
kajian yang cermat tentang tujuan yang diinginkan dari batasan-
batasan umum tadi serta mekanisme untuk merealisasikannya.
Ketiga, pemahaman hukum Islam tentang penguasa hukum (al-
hakim asy-syar 7) dan penguasa pemerintahan (waliyyu al-amr)
dan ketersediaan kerangka kerja legislatif guna merealisasikan
unsur dinamis itu dalam konteks kekuasaan penguasa yang sah
dan sejauh mana mandat atau amanah yang diberikan
kepadanya.

Dalam konsep Islam, otoritas pemerintah dalam mengisi
“ruang kosong” yang mewujud dalam bentuk regulasi
kepemilikan tanah sangat terkait dan dipengaruhi oleh konsep
relasi antara agama (din) dan negara (daulah). Dalam domain
agama, otoritas pemerintah ini didasarkan pada justifikasi
landasan normatif-teologis Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 59
tentang mandat politis yang dimiliki oleh “negara/pemerintah”
(zli al-amr) dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Seluruh otoritas dan wewenang yang komprehensif dan
umum yang diberikan kepada negara guna mengintervensi
bidang kehidupan ekonomi masyarakat, dipersepsi sebagai salah
satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi
Islam. Dalam pandangan Bagqir as-Sadr, intervensi negara ini
tidak hanya terbatas sekadar mengadaptasi aturan hukum Islam
yang permanen, tetapi juga mengisi wilayah kosong yang ada

15 7abih Allah Na’Tmiyan, “Nazariyyah Mintaqah al-Farag,” al-Ijtihad ,
25 November 2017, diakses dari www.ijtihadnet.net.
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pada hukum Islam.'® Oleh sebab itu, negara mendesak
masyarakat agar mengadaptasi unsur-unsur statis dari hukum
Islam di satu sisi. Lebih dari itu, di sisi lain, negara juga
diharapkan mampu merancang unsur-unsur dinamis selaras
dengan situasi dan kondisi guna mengisi kekosongan hukum
yang ada guna merealisasikan kemaslahatan umum.

Yusuf al-Qardawi mengonstatir bahwa substansi maslazah
yang dikehendaki oleh syariah Islam untuk ditegakkan dan
dipelihara itu merupakan maslazah yang komprehensif, integral
dan holistik, yang mencakup perpaduan maslazah dunyawiyyah
dan maslakah ukhrawiyyah, maslazah fardiyyah dan maslakah
mujtama ‘iyyah, maslahah gaumiyyah khassah dan magslakah
insaniyyah ‘ammah. Atas dasar ini, Yuasuf al-Qardawi
menegaskan bahwa konsep maslakah yang menjiwai syariat
Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme dan
pragmatisme, yang notabene berhulu pada paham
materialisme.'’” Dengan kata lain, Yasuf al-Qardawi pada
dasarnya ingin menekankan pentingnya nilai keseimbangan
(balance) dalam konsep maslakah.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan tanah oleh
seseorang dalam konteks individu dalam relasi sosial diakui
secara yuridis. Pemilik tanah mempunyai kewenangan untuk
menggunakan  tanahnya sesuai  dengan  Keinginannya.
Kewenangan manusia atas kepemilikan harta (kaq al-
milkiyyah/property right), dalam kaidah filsafat hukum Islam,
dilindungi dalam kerangka “perlindungan harta” (kifz al-mal)
sebagai salah satu prinsip dasar dan kebutuhan yang fundamen
bagi kehidupan (al-kulliyat al-khams/usil al-khamsah)". Lebih
dari itu, kaidah hifz al-mal dalam konteks ini tidak saja
dimaknai sebagai upaya perlindungan hak milik (kurriyah at-

176 As-Sadr, Iqtisdduna: Dirasah Maudii iyyah , 680.

177 Yiisuf al-Qardawi, Madkhal li Dirasah asy-Syari‘ah al-Islamiyyah (al-
Qahirah: Maktabah Wahbah, 1990), 62.

178 < Alf Hasaballah, Usil at-Tasyri* al-Islami (Kuwait: Dar al-Ma’rifah,
tt), 176.



61

tamlik), tetapi juga sebagai upaya mewujudkan “keseimbangan
ekonomi” (at-tawazun al-igtisadr).1”® Tanah, di samping sebagai
instrumen ekonomis, juga mempunyai kandungan sosial
humanistik.’®® Dengan demikian, pemilikan harta oleh
seseorang haruslah disertai dengan pertanggungjawaban secara
moral.

G. Metode Penelitian

Studi ini memusatkan kajian pada penelitian kepustakaan
(library research) yang sifatnya deskriptif analitis dan
berdasarkan kajian teks. Adapun pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Perspektif Modern Hukum Islam
(Modern Perspective on Islamic Law).

Sebagaimana diketahui, hukum Islam merupakan sistem
hukum utama ketiga di dunia setelah sistem common law dan
civil law. Meskipun Al-Qur’an dan sunah adalah sumber asli
hukum Islam, sistem hukum Islam telah mengembangkan
banyak sumber, metodologi, dan perspektif lain.'®! Seperti
sistem hukum lainnya, sistem hukum Islam telah berkembang
selama berabad-abad di berbagai masyarakat muslim,
memasukkan budaya dan adat istiadat lokal serta beberapa
keputusan negara yang terbatas (some limited state decrees) dan
khususnya karya para ahli hukum Islam. Dalam ungkapan
Joseph Schacht, “Hukum Islam mewakili kasus ekstrem dari
‘para ahli hukum’; di mana hukum Islam dibuat dan
dikembangkan oleh para ahli; ilmu hukum, dan (para
memangku otoritas lainnya)..., yang berperan sebagai legislator,

179 | jhat Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017, diakses dari
https://www.nu.or.id/archive/read/54/hasil-munas-dan-konbes-nu-2017. Lihat
juga Mohamad Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan
Kajian Empiris (Yogyakarta: STPN Press, 2018), 114-115.

180 Q.S. Az-Zariyat [51]:19.

181 Ann Black, Hossein Esmaeili dan Nadirsyah Hosen, Prolog of Modern
Perspectives on Islamic Law (UK-USA: Cheltenham, UK & Northampton,
MA, USA, 2013), xi.
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serta karya-karya ilmiah yang memiliki kekuatan hukum” '

Oleh karena itu, hukum Islam bukanlah common atau civil law
(hukum perdata), melainkan juristic law.'®3

Secara tradisional, hukum Islam terdiri dari wahyu
(revelation) dan akal (reason). Setelah wafatnya Nabi
Muhammad (633 M), wahyu hukum Islam oleh Tuhan kepada
umat manusia terhenti. Umat manusia sekarang mengandalkan
akal untuk memahami hukum Islam. Menurut Muhammad Igbal
(w. 1937), umat manusia membutuhkan bimbingan para Nabi
ketika itu, terutama saat dikendalikan oleh nafsu dan naluri.
Namun, sejak zaman Nabi Muhammad, orang-orang mencapai
kemampuan bernalar dan inilah mengapa Nabi Muhammad
adalah Nabi terakhir (khatam al-anbiya’). Igbal menyimpulkan
hakikat wahyu (wahy) adalah akal. Artinya, manusia sejak
zaman Nabi terakhir harus melibatkan akal dan pengalaman
manusia dalam mengembangkan sistem hukum Islam.*®* Dalam
konteks inilah, kajian dalam disertasi ini juga mengkaji konsep
penguasaan dan kepemilikan tanah dalam Islam dengan
menggunakan perspektif kontemporer yang rasional (rational),
etis (ethical), dan komparatif (comparative), yaitu Perspektif
Modern Hukum Islam (Modern Perspective on Islamic Law).

Pendekatan rasional (the rational approach) dalam kajian
ini merupakan upaya menuju pembaharuan pemikiran Islam
tradisional klasik atas dasar pemikiran rasional. Tidak ada
alasan teologis mengapa Islam harus bertentangan dengan hak
asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, masyarakat sipil
dan pluralisme. Kajian ini merupakan upaya, dalam konteks
hukum Islam, untuk menunjukkan bahwa Islam, sebagai

182 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (New York: Oxford
University Press, 1964), 5.

18 Gamal Moursi Badr, “Islamic Law: Its Relation to Other Legal
Systems,” The American Journal of Comparative Law 26, no. 2 (February
1977): 187-198.

18 Allama Muhammad Igbal, The Reconstruction of Religious Thought in
Islam, ed. ke-2 (Pakistan, Lahore: Institute of Islamic Culture and Igbal
Academy, 1989), 99-116.



63

pandangan dunia agama, budaya, politik, etika, dan ekonomi,
dapat menghadapi dunia yang modern dan terus berubah dengan
cepat sebagaimana yang kita jalani saat ini. Perspektif ini bukan
berarti mengabaikan wahyu dan nalar dalam pengertian klasik,
melainkan menggunakan wacana hukum Islam klasik sebagai
wahana untuk menanggapi beberapa masalah modern. Penulis
tidak mengabaikan basis tekstual Islam klasik yang kaya karena
kumpulan pengetahuan semacam itu memberikan alat yang
berharga untuk menjawab pertanyaan dan masalah di dunia
Islam kontemporer.'®® Pada saat yang sama, penulis tidak
memperlakukan karya-karya Kklasik tersebut sebagai satu-
satunya sumber otoritas, tetapi sebagai landasan pemikiran
hukum (ijtihad) masing-masing ulama yang dikhususkan untuk
mencapai solusi atas tantangan dalam konteksnya masing-
masing.'%®

Sementara itu, pendekatan etis (the ethical approach)
dalam kajian ini berarti bahwa rasionalitas saja tidak cukup
karena etika merupakan salah satu unsur inti ajaran Islam.
Ajaran Islam tidak terbatas pada ibadah dan pada seperangkat
nasihat moral. Sebagaimana Islam telah berurusan dengan
hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga memberikan
rambu-rambu  terkait hubungan manusia satu sama lain. la,
dalam berbagai bentuk, telah mengatur hak dan kewajiban
individu juga. Menurut Ann Black, Hossein Esmaeili, dan
Nadirsyah Hosen, ada persimpangan antara hukum dan etika
Islam sebagaimana tercermin dalam diskusi tentang ekonomi,
hukum keluarga, hukum pidana dan perdebatan kontemporer.*®’

Adapun pendekatan komparatif (comparative approach)
dalam Kkajian ini dimaksudkan guna mengevaluasi praktik
hukum Islam di berbagai waktu, wilayah, mazhab dan tempat,
serta menghubungkan hukum Islam dengan sistem hukum lain

18 Lihat, Ann Black, Hossein Esmaeili, dan Nadirsyah Hosen, Modern
Perspectives on Islamic Law (Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA:
Edward Elgar, 2013), xi-xii.

186 |bid., xii.

187 1bid.
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(common law dan civil law). Semua pendekatan ini menyatukan
perspektif modern tentang hukum Islam.!® Ketiga pendekatan
ini menyatukan perspektif modern hukum Islam sebagaimana
dimaksud.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal
dari data penelitian kepustakaan (library research), yang
meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Di
antara sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah beberapa kitab hadis, kitab as-Sirah an-Nabawiyyah wa
as-Sirah as-Sahabah semisal kitab Tarikh az-Tabarz; Tarikh ar-
Rusul wa al-Mulik karya Ibn Jarir at-Tabari, kitab Bidayah wa
an-Nihayah karya Ibn al-Kasir, kitab Tarikh Madinah Dimasyqi
karya Abu al-Qasim ‘Ali ibn al-Hasan ibn Hibah Allah ibn
‘Abdullah asy-Syafi‘i, Al-Kamil fi at-Tarikh: Tarikh Ibn al-Asir
karya Asy-Syaibani, dan lain sebagainya. Di samping itu,
penulis juga menggunakan beberapa kitab fikih yang membahas
tentang tanah dan permasalahannya, seperti kitab al-Kharrgj
karya Qadi Abt Yusuf Ya‘qub bin Ibrahim, kitab al-Amwal
karya Aba Ubaid al-Qasim bin Salam, Kitab al-Kharaj karya
Yahya ibn Adam Al-Qurasyiyyi, kitab Kitab al-Amwal karya
Hamid Ibn Zanjawiyyah, kitab al-Istikhraj li Azkam al-Khargj
karya lbn Rajab al-Hanbali, al-Mugnz karya lIbn Qudamah al-
Magqdisi, dan lain sebagainya. Sumber literatur Islam klasik ini
digunakan untuk menggali data terkait dasar kepemilikan tanah
dalam Islam. Adapun sumber data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi buku-buku literatur, jurnal, dan
bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan
permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
dokumentasi. Sumber data yang berhasil diinventarisir
kemudian diidentifikasi  serta  diklasifikasikan dengan
melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis sesuai
dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Sementara itu, analisis

188 |bid.
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data penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan
metode analisis konten (content analysis)'®, yaitu teknik yang
digunakan untuk menarik  kesimpulan melalui usaha
memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara
objektif dan sistematis.'®® Secara teknis, operasionalisasi
metodologi di atas dilakukan melalui tiga tahap, yaitu, pertama,
reduksi data dengan memasukkan dan memilih data; kedua,
mendeskripsikan data secara sistematis; dan ketiga, interpretasi
atau tafsir dan pemberian makna atas data.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas,
sistematika penulisan penelitian ini penulis organisasikan ke
dalam enam bab.

Bab | merupakan bab pendahuluan yang menjadi kerangka
acuan (research design) dalam proses penelitian. Pada bab ini
dijelaskan latar belakang masalah dan perdebatan akademik
seputar fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan
dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan
metode penelitian yang digunakan. Bab ini berfungsi sebagai
pemandu proses penelitian, baik dari sisi substansi maupun
teknis penelitian secara keseluruhan.

Bab Il membahas tentang diskursus konsep hak milik
dalam berbagai perspektif. Pembahasan ini merupakan bagian
penting dari substansi penelitian yang berfungsi sebagai sebuah
kerangka dasar bagi proses berpikir menuju penemuan solusi
masalah. Pembahasan bab ini meliputi diskursus konsep hak
milik, baik menyangkut batasan konseptualnya maupun
institusionalisasinya. Bab ini juga menyajikan bahasan tentang
diskursus hak milik dalam tiga perspektif: sosialis, kapitalis, dan
Islam.

18 Sujono dan Abdurrahman, Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran
dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 13.

10 Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1998), 84-85.
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Selanjutnya, dalam bab Ill, penulis menyajikan
pembahasan tentang dinamika sistem penguasaan dan
kepemilikan tanah dalam hukum Islam. Pembahasan dalam bab
ini meliputi empat subpembahasan utama, yaitu: sistem
kepemilikan tanah sebelum Islam; penguasaan dan kepemilikan
tanah di masa Islam yang meliputi: kebijakan lahan protektorat
(hima) dan kebijakan distribusi tanah (igza ).

Bab IV hadir untuk membahas berbagai implikasi otoritas
negara dalam penguasaan tanah. Kajian bab ini meliputi
pembahasan tentang penguasaan negara atas tanah, penguasaan
negara atas tanah taklukan yang mencakup beberapa
subpembahasan: tanah yang masuk wilayah Islam melalui jalur
penaklukan; tanah yang masuk ke dalam wilayah Islam melalui
jalur dakwah; dan tanah yang masuk ke pangkuan Islam lewat
jalur perjanjian (ard as-sulh}). Bab ini juga menyajikan bahasan
tentang pelimpahan otoritas hak kepemilikan negara atas tanah
kepada pihak lain, dan ditutup dengan konsepsi tentang hak
pengelolaan tanah oleh negara.

Bab V hadir guna membedah persoalan-persoalan yang
lebih substantif, yakni seputar nalar kepentingan umum dan
intervensi negara terhadap kepemilikan tanah individu. Terdapat
tiga pembahasan krusial dalam bab ini. Pertama, kebijakan
pengambilalihan tanah individu oleh negara untuk kepentingan
umum. Kedua, pembahasan terkait kebijakan pengambilalihan
tanah individu oleh negara untuk kepentingan umum (at-
ta’mim) yang mencakup subpembahasan: definisi dan
historisitas konsep at-ta 'mim; pandangan hukum ulama terkait
konsep at-fa’'mim; implementasi konsep at-fa’'mim dalam
sejarah hukum Islam; dan upaya meninjau ulang konsep at-
ta’'wid (kompensasi). Ketiga, gagasan reformulasi nalar
kepentingan umum dalam kebijakan at-za ‘'mim yang mencakup:
al-maslazah sebagai basis moral kebijakan publik; rasionalisasi
kepentingan umum dan kaidah pembanding; dan reformulasi
konsep al-maslakah. Bab VI merupakan bab penutup yang
berisi kesimpulan-kesimpulan temuan penelitian dan implikasi
penelitian serta catatan rekomendasi.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari eksplorasi panjang dalam bab-bab sebelumnya
berikut analisis atas konsep otoritas penguasaan, pemilikan dan
konsep at-ta’mim dalam perspektif modern hukum Islam,
penulis dapat menarik beberapa hal penting sebagai
kesimpulan, di samping saran dan implikasi teoretis dari
penelitian ini.

Pertama, dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara
negara dan tanah (sumber daya agraria) mewujud dalam
bentuk hubungan penguasaan dan bukan hubungan
kepemilikan karena yang menjadi landasan pokok kehidupan
dalam konsepsi Islam adalah bangsa (anna al-ummah hiya al-
asl), bukan negara itu sendiri. Oleh sebab itu, otoritas
penguasaan negara atas tanah (sumber daya agraria) bukanlah
otoritas yang lahir dengan sendirinya dari negara, melainkan
berasal dari hak bangsa (ummah) yang kemudian dilimpahkan
kepada negara untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Keberadaan negara sebagai representasi dari bangsa (ummah)
atau sebagai institusi publik merupakan sarana (al-wasilah)
yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, dan/atau
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan sumber daya agraria guna merealisasikan
kepentingan umum dan kemakmuran bangsa sebagai ultimate-
goal (al-gayah)-nya.

Fitur konsep penguasaan dan kepemilikan tanah dalam
perspektif hukum Islam bersifat komunalistik-religius yang
penguasaannya ada pada kendali otoritas negara dengan
menambahkan bobot dan nilai spiritualitas dan moralitas
agama (teologis-religius) sebagai pembeda dari sistem
kepemilikan paham sosialisme sekuler. Paling tidak terdapat
dua argumentasi yang penulis ajukan untuk memperkuat
konsepsi tersebut. Pertama, argumentasi yuridis-normatif

483



484

berupa teori “zona kosong” (nazariyyah minsagah al-farag).
Negara (waliyyu al-amr) dengan otoritas yang dimilikinya
dapat mengisi “ruang kosong” dari doktrin hukum ekonomi
Islam sesuai dengan kebutuhan zaman dan cita-cita umum
ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial. Kedua, argumentasi
historis berupa bukti-bukti sejarah terkait gagasan reformasi
hukum penguasaan dan kepemilikan tanah yang mewujud
dalam berbagai kebijakan pemerintah, mulai era Nabi saw.
hingga era para khalifah sesudahnya, melalui instrumen
regulasi kebijakan “distribusi tanah” (igza‘) dan “lahan
protektorat” (kima) dalam kerangka menciptakan stabilitas dan
keseimbangan sosial (social balance).

Kedua, dinamika penguasaan tanah (sumber daya agraria)
oleh negara dalam hukum Islam bermula pada saat Nabi
Muhammad saw. hijrah ke Madinah dan komunitas muslim
mewujud menjadi sebuah negara dalam suasana wilayah
religio-politik yang plural, yaitu Negara Madinah. Penguasaan
negara atas tanah pada umumnya melalui kegiatan dakwah
yang terejawantahkan dalam wujud ekspansi wilayah dakwah,
baik melalui jalan damai dengan perjanjian (bi as-sulk)
maupun melalui misi militeristik dengan jalan peperangan (bi
al-fath). Misi militeristik dengan jalan peperangan yang
dilakukan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya pada dasarnya
tidak didasari semata-mata oleh motif-motif duniawi, semisal
motif ekonomi dan politik, melainkan lebih didasarkan pada
misi religiositas (dakwah islamiah). Perluasan cakupan
wilayah dakwah ini pada gilirannya menyisakan implikasi-
implikasi lain di luar implikasi agama, semisal implikasi sosiall,
politik, ekonomi, dan budaya yang notabene merupakan fakta
yang tidak bisa terelakkan yang harus dihadapi umat Islam
pada saat itu.

Ketiga, dalam konsepsi hukum Islam, negara merupakan
institusi publik yang memiliki otoritas untuk mengelola
masyarakat suatu negara berikut aset-asetnya. Atas dasar
inilah, Islam memberikan otoritas berupa hak sekaligus
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kewajiban kepada kepala negara guna menegakkan nilai-nilai
spiritual agama (li Airasah ad-din) dan mengatur pranata sosial
(li hirasah ad-dunya), mengatur relasi antarindividu, individu
dengan masyarakat, serta relasi individu dan masyarakat
dengan negara. Dalam konteks pengaturan fungsi sosial tanah,
pemerintah (imam) memiliki otoritas guna membuat paket
kebijakan berupa regulasi pertanahan dalam kerangka
mengatur dan menata penggunaan tanah untuk mewujudkan
kemaslahatan umum (al-maslakah al-‘@ammah). Implikasi logis
dari konsepsi otoritas penguasaan negara atas tanah ini telah
memosisikan negara sebagai institusi publik yang memiliki
berbagai kewenangan atau otoritas terhadap tanah. Di antara
otoritas sebagaimana dimaksud adalah 1) otoritas penguasaan
tanah oleh negara; 2) otoritas pelimpahan hak penguasaan
negara kepada pihak lain; 3) otoritas pengelolaan tanah oleh
negara; dan 4) otoritas pembatasan, bahkan pencabutan, hak
kepemilikan rakyat atas tanah untuk kepentingan umum.

Keempat, kebijakan pengambilalihan kepemilikan tanah
individu oleh negara menjadi kepemilikan publik (at-ta 'mim)
pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari konsepsi
Islam tentang kepemilikan harta (tanah) yang pada hakikatnya
merupakan suatu fungsi sosial (wazifah ijtima ‘iyyah).
Konsepsi ini telah memberi ruang bagi penguasa atau
pemerintah untuk mengisi zona vakum (minzagah al-farag)
atau kekosongan hukum dengan membuat suatu paket regulasi
berupa kebijakan intervensi negara atas kepemilikan tanah
individu. Intervensi ini bisa berupa kebijakan at-ta 'mim. Paket
regulasi berupa kebijakan at-ta’mim oleh negara ini harus
didasarkan pada prinsip merealisasikan kepentingan umum (al-
maslakah al-‘ammah). Konsepsi ini sekaligus mengukuhkan
pandangan yang menyatakan bahwa karakter umum dari
legislasi Islam bersifat Kkolektif-kolegial, bukan personal-
individual (az-zabi* al-‘am i at-tasyri® al-Islam tabi‘un
jama ‘iyyun la fardiyyun).
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Nalar kepentingan umum (al-maslakzah al- ‘ammah) yang
dijadikan dasar kebijakan at-fa’mim sebagaimana dimaksud
harus dipersepsi dengan formulasi nalar sebagai berikut:
pertama, keberlakuan kaidah yang menyatakan bahwa
“kepentingan umum harus lebih diprioritaskan dari pada
kepentingan individu” (al-maslakzah al- ‘ammah mugaddamah
‘ala maslahah al-khassah) tidak bersifat mutlak, melainkan
dibatasi hanya berlaku pada fakta bahwa kedua kepentingan
tersebut berada pada kualifikasi derajat yang setara. Artinya,
kaidah ini baru bisa diimplementasikan manakala kedua
kepentingan yang saling berhadap-hadapan tersebut berada
pada derajat yang seimbang. Dalam konteks ini, sangat logis
jika kepentingan umum lebih diprioritaskan dari pada
kepentingan individu sebab perhatian dan kepedulian syariat
terhadap kepentingan umum jauh lebih besar porsinya daripada
perhatian syariat atas kepentingan pribadi.

Mengingat sistem sosial Islam didasarkan pada konsepsi
masyarakat muslim dengan sistem sosial yang terintegrasi dan
dibangun berdasarkan prinsip kesalingan (‘ala mabda’ at-
tabadul), pada saat yang bersamaan Islam juga membebankan
kompensasi (ta‘wid) yang adil dan humanis yang wajib
diberikan oleh pihak yang memprioritaskan kepentingan umum
kepada pihak yang kepentingan individunya dikalahkan.
Kompensasi yang adil, sepadan dan manusiawi, tidak saja
menjangkau Kkalkulasi fisik-material, melainkan juga harus
mempertimbangkan kalkulasi nonfisik berupa hak atas makna
sosio-religio-psikologis rakyat yang menjadi korban.

Kedua, kebijakan at-za ‘'mim tersebut harus memenuhi dua
prinsip dasar, yaitu (1) asas kebutuhan dan asas manfaat
(utility, takqig li al-maslakah); (2) asas kesepakatan dan
kesepahaman (mutual agreement and understanding; al-
musyawarah).  Ketiga, kemaslahatan dapat dijadikan
argumentasi  hukum  (hujjiyyah  al-istislah)  manakala
kemaslahatan itu memenuhi beberapa persyaratan: (1)
maslakah itu harus sejalan dengan tujuan ditetapkannya
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hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta; (2) maslakah tersebut harus berkategori darariyyah atau
hajiyyah yang menempati kedudukan darariyyah; (3) khusus
terkait kasus tertentu, maslasah itu harus beratribut umum dan
menyeluruh (kulliyyah); dan (4) maslakah harus bersifat pasti
(qar ‘iyyah).

Keempat, kepentingan umum harus dirumuskan oleh para
ahli yang berkompeten di bidangnya (ahl al-khubrah),
demikian juga pihak yang merumuskan kriteria kepentingan
umum beserta prosedur untuk menerapkannya haruslah pihak-
pihak yang memenuhi kualifikasi, baik kualifikasi moral
maupun profesional. Kelima, mengingat kepentingan umum itu
bersifat dinamis dan konsensus (ijma‘) merupakan salah satu
metode untuk memperoleh kepentingan umum, ijma‘ harus
dipersepsi sebagai konsep yang hidup dan dinamis (living
ijma ‘) yang berorientasi pada masa kini dan masa yang akan
datang, bukan “barang” masa lalu yang sudah selesai.

B. Implikasi Penelitian

Dari beberapa temuan penelitian ini, terdapat beberapa
poin penting yang perlu digarisbawahi sebagai implikasi
penelitian sekaligus sebagai rekomendasi, baik pada ranah
akademik maupun kebijakan guna pengembangan hukum
pertanahan Islam (fikih agraria).

1. Kontinuitas dan Perubahan dalam Hukum Keagrariaan

Islam

Penelitian ini hanya memfokuskan pada praktik
penguasaan dan kepemilikan tanah mulai era risalah hingga era
khilafah (al-khulafa’ ar-rasyidiin) serta mengangkat isu utama
tentang konsep kebijakan nasionalisasi kepemilikan tanah
rakyat oleh negara (at-fra 'mim). Kajian disertasi ini setidaknya
menunjukkan beberapa kontribusi penting. Pertama, para
ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam
memersepsi konsep penguasaan dan kepemilikan tanah di era
Nabi saw. dan para khalifah sesudahnya (al-khulaf@’ ar-
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rasyidiin) sehingga melahirkan pluralitas pandangan hukum di
kalangan mereka. Begitu juga halnya dengan konsepsi at-
ta’mim. Pluralitas pandangan ini semakin menguatkan pepatah
tradisional dalam keagrariaan Islam yang menyatakan, “Tanah
itu berbeda (statusnya, sejarahnya) dari satu jengkal kaki ke
jengkal kaki lainnya” (al-ard bitifriqi ‘ala@ syibr; land differs
from one foot of ground to the next).! Artinya, memang
terdapat heterogenitas sejarah tanah, dan sejarah agraria itu
sendiri, yang tidak dapat direduksi, boleh jadi karena tumpang-
tindihnya formasi sosial yang terjadi pada tanah tersebut.
Kedua, kajian disertasi ini juga sekaligus menguatkan
tesis Ira M. Lapidus yang menyatakan bahwa pola-pola
institusional masyarakat yang khas dalam komunitas Islam
bermula dari institusi yang telah lama berkembang di dalam
masyarakat  Mesopotamia  kuno.  Konstelasi  struktur
keagamaan, politik dan kekerabatan serta kesukuan yang
diciptakan dalam negara-kota dan imperium Mesopotamia
telah menyediakan basis bagi evolusi masyarakat Timur tengah
di masa kemudian, baik sebelum maupun selama periode
Islam, dan kemudian terjadilah reproduksi atau penyebaran
dari Timur Tengah kepada masyarakat Islam di wilayah
lainnya. Dengan kata lain, “masyarakat Islam Timur Tengah
dibangun dari institusi yang telah mapan sebelumnya dengan

! Pepatah tradisional keagrariaan Islam ini juga penulis sajikan dalam
bab III dalam disertasi ini. Lihat juga Muhammad Taufiq Syaqir Na’am
Bakrl, Amsal al-‘Awam fi Misraw a as-Studan wa asy-Syam (Mesir:
Matba‘ah al-Ma‘arif, 1894), 61; Anis Furayhah, Modermn Lebanese Proverbs
Collected at Ras Al-Matn, Lebanon, Collated, Annotated and Translated to
English, vol. 1 (Lebanon: American University of Beirut, 1953), 36; ‘Abd
ar-Rahman Tikritl, al-Amsal al-Baghdadiyyahal-Muqgaranah: Muqgdranah
ma’a Amsal Ahada ‘Asyara Qatran ‘Arabiyyan (Baghdad: Maktabah al-
Musanna, 1966), 3-4; Mazin Mahmiid Syawwa’, Mausii ’ah al-Amsal asy-
Sya’biyyah al-Falistiniyyah, vol. 1 (Kuwait: Dar as-Salma li an-Nasyr wa
at-Tauzi‘, 1966), 166; Hasan as-Sa’ati, Hikmat Lubnan: Tahlil [jtima T Ii
Amsalihi (Beirit: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), 18; Tarif Khalidi,
Land Tenure and Social Transformation in the Middle East (Lebanon:
American University of Beirut, 1984), vii.
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sebuah corak dan identitas kultur islami.”®> Dalam konteks ini,
penulis merujuk pada institusi ekonomi, utamanya terkait
istilah teknis hukum Islam hkima dan igta’ yang memiliki
asosiasi-asosiasi konotatif dan produk linguistik budaya dan
doktrin sosial era sebelum Islam. Demikian halnya dengan
istilah kharaj yang mengikuti sistem Arab pra-Islam era
Sasania yang disebut sistem ‘ala al-misahah dan identik
dengan istilah rasq.® Dengan demikian, meminjam teori John
Obert Voll* dan Wael B. Hallag,® terdapat proses
gerak/kontinuitas (continuity) dan proses perubahan (change)
dalam konsepsi hukum Keagrariaan Islam.

2. Keseimbangan antara Ruang Privat dan Ruang Publik
dalam Pembangunan Norma-Norma Hukum Agraria
Kajian ini juga menunjukkan bahwa salah satu pokok

persoalan yang selalu menjadi perdebatan hangat di kalangan
para filsuf, agamawan, sosiolog hingga politikus adalah
persoalan menyangkut keseimbangan antara individu dan
masyarakat dalam membangun norma-norma hukum tentang
hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengalihkan aset, dan
tanah pada khususnya. Hampir setiap sistem hukum, dengan
latar belakang bentuk kontrol politik tertentu, keyakinan agama
atau moral, dan struktur sosial ekonomi, telah bergulat dengan
kebutuhan untuk menggambarkan batas-batas antara kontrol
swasta dan publik atas tanah.

Kompleksitas yang melekat dalam wupaya tersebut
berkaitan dengan fakta bahwa mengidentifikasi “individu” dan
“komunitas” untuk keperluan menarik garis tersebut dapat
berubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat

2 M. Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, ed. ke-3 (New York:
Cambridge University Press, 2014), 1.

3 Lihat kajian dalam disertasi ini, khususnya bab III.

4 John Obert Voll, Continuity and Change in the Modern World
(Boulder: West View Press, 1982).

> Wael B. Hallaq, Authority, Continuity, and Change in the Islamic
Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
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lainnya. Di satu sisi, banyak masyarakat sepanjang sejarah
telah melihat keluarga, klan, atau kelompok orang lain sebagai
subjek inti hukum (as the core subject of law). Di sisi lain,
promosi tujuan “publik” atau “sosial” sering kali memisahkan
diri dari suatu konsep “negara” atau “pemerintah”. Konsep-
konsep yurisprudensi agama, moral, atau bahkan kontemporer
yang dikembangkan oleh perjanjian-perjanjian dan pengadilan-
pengadilan supranasional mungkin berbeda dari cara-cara
pemerintah negara bagian tertentu dapat mengidentifikasi
kepentingan-kepentingan “publik”, “sosial”, atau “komunitas”.
Dengan demikian, tantangan untuk menggambarkan batas-
batas antara individu dan masyarakat dalam hukum pertanahan
dapat dilihat sebagai titik fokus untuk perdebatan yang lebih
luas, di setiap masyarakat sepanjang sejarah, tentang
keseimbangan yang tepat antara ruang privat dan publik.
Wawasan tersebut juga sekaligus menjelaskan pertanyaan
apakah perdebatan tentang hukum pertanahan (land law) dan
batasan hak atas properti (limits on the right to property) telah
berubah secara substansial di era wacana hak asasi manusia
saat ini, sementara situasinya mungkin berbeda untuk
ketentuan lain yang termasuk dalam perjanjian hak asasi
manusia dan kasus hukum tertentu. Ini jelas bukan untuk
mengatakan bahwa titik fokus atau ayunan pendulum antara
kepentingan pribadi dan publik (the swing of the pendulum
between private and public interests) tidak berubah lintas era
atau lintas batas. Akan tetapi, satu klaim dapat dinyatakan
dengan penuh keyakinan bahwa “Yurisprudensi pengadilan
hak asasi manusia internasional saat ini menggunakan
terminologi baru, seperti “keseimbangan yang adil” (fair
balance) dan “proporsionalitas” (proportionality),® tetapi pada

® Andrew Legg, The Margin of Appreciation in International Human
Rights Law Deference and Proportionality (London: Oxford University
Press, 2012), 188; Alastair Mowbray, Cases, Materials, and Commentary
on the European Convention on Human Rights (Oxford: Oxford University
Press, 2021), 594.
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intinya, konsep-konsep hukum ini bergantung pada premis-
premis yang sangat mendasar yang memandu para pembuat
undang-undang, konstitusi, dan kasus peradilan sepanjang
sejarah manusia.

Tanah terus menjadi sumber daya yang tidak ada
bandingannya dalam hal menyatukan dilema tentang peran
kemanusiaan, pembenaran keberadaan pemerintah, dan tempat
yang berbeda dari individu dalam masyarakat. Tidak ada dua
budaya yang memberikan jawaban yang sama. Tidak ada dua
agama yang mengajarkan prinsip yang sama persis. Tidak ada
dua pengadilan yang mengikuti yurisprudensi yang sama
persis. Namun, mereka semua berurusan dengan serangkaian
pertanyaan mendasar yang sama dan khususnya terkait
keseimbangan inheren yang perlu dicapai, dalam konteks
hukum pertanahan, antara kepentingan individu dan
masyarakat.” Dalam konteks inilah, gagasan formulasi nalar
kepentingan umum dalam kajian disertasi ini paling tidak dapat
memberikan sedikit suntikan kontribusi dalam kerangka
pengembangan kajian hukum pertanahan Islam (fikih agraria).
Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji, misalnya bagaimana
kerangka dan praktik hukum pertanahan, sistem kepemilikan
tanah dan kebijakan reformasi undang-undang kepemilikan
tanah di berbagai negara Islam, utamanya dalam
memformulasikan titik keseimbangan antara ruang privat dan
ruang publik tersebut.
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